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ABSTRAK 

 

NABILAH RAFIFAH (1228010144): AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK 

APARATUR PERADILAN DALAM MENINGKATKAN ZONA INTEGRITAS PADA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Reformasi birokrasi di indonesia terus diarahkan pada terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, salah satu melalui kebijakan 

pembungan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah belum 

berhasil mencapai predikat WBK pada tahun 2024 dan tengah berproses mengupayakan 

menuju WBBM, namun capaian administratif tersebut belum sepenuhnya menjamin 

terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masih 

ditemukan kesenjangan antara keberhasilan kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna 

layanan, khususnya terkait orientasi proses pelayanan, tanggung jawab aparatur, dan orientasi 

kepentingan publik.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi proses pelayanan, tanggung jawab 

aparatur dalam menangani masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan 

pelayanan, dan orientasi kepentingan publik sebagai bagian dari implementasi Zona Integritas 

di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Kerangka berpikir peneliti ini mengacu pada teori akuntabilitas pelayanan publik dari 

Dwiyanto (2018), yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berkaitan dengan 

orientasi apartur biroksai dalam proses pelayanan, tanggung jawab aparatur dalam 

menjalankan tugas pelayanan, serta prioritas kepentingan pengguna jasa. Teori tersebut 

digunakan sebagai mana dasar untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas pelayanan publik 

dalam meningkatkan Zona Integritas  di Pengadilan Tinggi Agama Bandung.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Teknik pengumpulaan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Informan peneliti terdiri dari aparatur pengadilan tinggi agama bandung dan masyarakat 

pengguna layanan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan. 

Akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara umum sudah 

baik dan mendukung pelaksanaan Zona Integritas. Hal ini terlihat dari pelayanan yang sesuai 

prosedur, aparatur yang bertanggung jawab, serta perhatian terhadap kebutuhan dan kepuasan 

masyarakat. Meski demikian, perbaikan sistem informasi, koordinasi, dan inovasi pelayanan 

tetap diperlukan agar kualitas pelayanan semakin efektif dan akuntabel. 

        Kata Kunci: Akuntabiltas Pelayanan Publik, Zona Integritas, Pelayanan Publik 

 

 



 

ii 
 

ABSTRACT 

 

NABILAH RAFIFAH (1228010144): PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY OF 

JUDICIAL OFFICERS IN IMPROVING THE INTEGRITY ZONE AT THE BANDUNG 

HIGH RELIGIOUS COURT 

 Bureaucratic reform in Indonesia continues to be directed toward the realization of 

clean, transparent, and accountable governance, one of which is through the 

implementation of the Integrity Zone (IZ) policy toward achieving a Corruption-Free Area 

(WBK) and a Clean and Serving Bureaucratic Area (WBBM). The Bandung Religious High 

Court has not yet achieved WBK status as of 2024 and is currently in the process of 

pursuing it toward WBBM. However, these administrative achievements do not fully 

guarantee the realization of public service accountability as perceived directly by the 

community. There are still gaps between the achievements in service quality and the actual 

experiences of service users, particularly regarding service process orientation, the 

responsibility of public officials, and public interest orientation. 

 This study aims to analyze service process orientation, the responsibility of public officials 

in handling service users who do not meet service requirements, and public interest 

orientation as part of the implementation of the Integrity Zone at the Bandung Religious High 

Court. 

 The conceptual framework of this study refers to Dwiyanto's (2018) theory of public service 

accountability, which states that public service accountability is related to the orientation of 

bureaucratic officials in the service process, the responsibility of public officials in carrying 

out their service duties, and the prioritization of service users' interests. This theory serves 

as the analytical framework for measuring the extent to which public service accountability 

contributes to enhancing the implementation of the Integrity Zone at the Bandung Religious 

High Court. 

 This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were 

collected through observation, interviews, and documentation. The research informants 

consisted of officials of the Bandung Religious High Court and members of the public as 

service users. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion 

drawing techniques. 

 In general, public service accountability at the Bandung High Religious Court has been 

implemented well and supports the implementation of the Integrity Zone. This is reflected in 

services that follow established procedures, responsible staff, and attention to the needs and 

satisfaction of the public. However, improvements in information systems, coordination, and 

service innovation are still needed to make public services more effective, transparent, and 

accountable. 

Keywords: Public Service Accountability, Integrity Zone, Public Service. 

  

 



 

iii 
 

HALAMAN PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama              : Nabilah Rafifah 

NIM                : 1228010144 

Alamat            : Kp. Babakan, RT. 002/RW. 013, Desa Majasetra, Kec. Majalaya 

                          Kab. Bandung 

Progam Studi  : Administrasi Publik 

Judul Skripsi    : Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Meningkatan Implementasi Zona  

                             Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Skripsi yang saya ajukan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. 

2. Sumber informasi yang saya gunakan dan kutipan yang saya cantumkan dalam skripsi 

ini telah saya nyatakan dengan jujur dan teliti. 

3. Saya tidak melakukan penjiplakan atau penggadaan karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumbernya. 

4. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi 

manapun. 

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada 

tekanan dari pihak manapun. 

 Bandung, 3 juli 2026 

 

Nabilah Rafifah 

 

 



 

iv 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 

 

 



 

v 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi berjudul “Akuntabilitas Pelayanan Publik Aparatur Peradilan Dalam Meningkatkan Zona Integritas 

Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung” telah dipertanggungjawabkan dalam sidang munaqosah Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tanggal 12 

Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.A.P pada 

Program Studi Administrasi Publik. 

Bandung, 12 Agustus 2026 

Sidang Munaqosah 

Ketua Sidang Sekretaris Sidang 

 

 

 

Prof. Dr. Adon Nasurullah Jamaludin, M.Ag., CSR 

 

 

 

Muhammad Andi Septiadi, S.Sos., M.A 

NIP. 1972032771997031001 NIP. 199009172019031016 

Penguji 

Penguji I Penguji II 

 

 

 

Khaerul Umam, S.IP., M.Ag. 

NIP. 198611212009011002 

 

 

 

Dr. Ibnu Malik, M.Si. 

NIP. 197807072023211009 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK APARATUR PERADILAN DALAM 

MENINGKATKAN ZONA INTEGRITAS PADA  

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

 

Nabilah Rafifah 

1228010144 

 

Menyetujui: 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 

Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.Si. 

 

 

 

Ai Samrotul Fauziah, M.Pd. 

NIP. 196412312082121029 NIP. 199506142020122021 

 

Mengetahui,  

Dekan Ketua Prodi Administrasi Publik 

 

 

 

Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, MA., 

Ph. D 

 

 

 

Fitri Pebriani Wahyu, S.IP., M.AP. 

 

NIP. 197305271998031001 NIP. 199102112019032020 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

KATA PENGANTAR  

Bismillahirahmanirrahim. 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, karunia, dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Akuntabilitas Pelayanan Publik Aparatur Peradilan Dalam Meningkatkan Zona 

Integritas Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung”. Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh. 

 Dalam penyusunan ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan 

dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, peneliti ini ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. 

Terima Kasih atas pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang tidak pernah terputus, 

serta keyakinan yang selalu diberikan kepada penulis untuk terus melangkah dan 

berkembang. Kepercayaan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi kekuatan terbesar 

bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Semoga segala usaha dan pecapaian ini dapat menjadi bentuk kecil dari 

rasa bangga yang penulis sembahkan untuk Bapak dan Ibu.  

2. Bapak Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, MA., Ph.D. selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik  

3. Pembimbing I Bapak Jamaluddin. SH., M.Si dan Pembimbing II Ibu Ai Samrotul 

Fauziah, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan ilmu dan 

bimbingan selama menyusun penelitian ini. 

4. Kepada Kakakku Taufik Sulaiman Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan 

semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala 

kebaikanmu dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan. 

5. Teman-teman Queen ( Rahmita, Gina, Dita, Needya, Nabilla, Monna, Yolla, Amelia, 

Ghevira, Rina, dan Raisya) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis 

sejak masa SMP. Terima kasih selalu ada, baik dalam suka maupun duka, menjadi 



 

viii 
 

tempat berbagi cerita, memberikan semangat ketika merasa lelah, selalu percaya 

bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepada teman sejak SMA (Rida, dan Salbila) terima kasih telah menjadi teman yang 

selalu memberikan energi positif dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. 

Terima kasih atas setiap kata penyemangat, bantuan, dan perhatian yang membuat 

terus percaya bahwa setiap perjuangan akan berakhir dengan hasil yang baik 

7. Kepada teman-teman kuliah (Naeda, Ajeng Nur, Delia, Anissa, Faradilla, dan Ajeng 

Amalia) terima kasih telah hadir dan memberikan warna dalam setiap perjalanan masa 

perkuliahan. Terima kasih atas segala perhatian, motivasi, kerja sama, serta bantuan 

yang kalian berikan, baik dalam proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi 

ini.kehadiran kalian menjadi penyemangat disaat lelah dan pengingat bahwa setiap 

perjuangan akan terasa lebih mudah jika dijalani bersama. 

8. Kepada Adam Yuswa Arifansyah, terima kasih atas bantuan peminjaman laptop serta 

dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, 

bertahan, dan senantiasa bekerja sama dengan baik dalam menghadapi berbagai 

tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini bukan hanya menjadi 

bukti dari pecapaian akademik, tetapi juga menjadi saksi atas setiap doa, air mata, 

pengorbanan, dan usaha yang telah dilalui. Semoga pencapaian ini menjadi langkah 

awal untuk terus berkembang dan menggapai impian yang lebih tinggi. 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan rujukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Bandung, Juli 2026 

 

 

Nabilah Rafifah 

 



 

ix 
 

  

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK .............................................................................................................................. i 

ABSTRACT ............................................................................................................................ ii 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................................. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................................ iv 

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………………v 

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI......................................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... xiii 

BAB I ...................................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah ..................................................................................................................... 8 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................................................ 8 

D. Tujuan Penelitian ......................................................................................................................... 9 

E. Manfaat Hasil Penelitian .............................................................................................................. 9 

F. Kerangka Berpikir ....................................................................................................................... 10 

BAB II .................................................................................................................................. 12 

TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................................... 12 

A. Penelitian Terdahulu .................................................................................................................. 12 

B. Grand Theory, Middle RangeTheory, Applied Theory ................................................................ 19 

C. Proposisi ..................................................................................................................................... 32 

BAB III ................................................................................................................................. 33 



 

x 
 

METODELOGI PENELITIAN ........................................................................................ 33 

A. Metode Penelitian...................................................................................................................... 33 

B. Jenis dan Sumber Data ............................................................................................................... 33 

C. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................................................... 34 

D. Teknik Analisis Data ................................................................................................................... 36 

E. Triangulasi Data .......................................................................................................................... 37 

F. Operasional Variabel .................................................................................................................. 38 

G. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................................................... 39 

BAB IV ................................................................................................................................. 41 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................................. 41 

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian .............................................................................................. 41 

B. Deskripsi Hasil Penelitian ........................................................................................................... 45 

C. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian ................................................................................. 89 

BAB V ................................................................................................................................ 100 

PENUTUP .......................................................................................................................... 100 

A. Kesimpulan ............................................................................................................................... 100 

B. Saran......................................................................................................................................... 101 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 103 

LAMPIRAN....................................................................................................................... 106 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Capaian WBK/WBBM Pengadilan tinggi Agama Bandung .................................. 2 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................................. 12 

Tabel 3. 1 Daftar Informan Wawancara ............................................................................... 35 

Tabel 3. 2 Operasional Parameter ......................................................................................... 38 

Tabel 3.3 Waktu Penelitian ................................................................................................... 39 

Tabel 4. 1 Data Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2025 .... 47 

Tabel 4. 2 Data Evaluasi Kinerja Aparatur dalam Penyelanggaraan Publik di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung Tahun 2025 .................................................................................... 58 

Tabel 4. 3 Data Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung Tahun 2025 ............................................................................................................ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir ............................................................................................ 11 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi .......................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran  1 Pedoman Observasi ........................................................................................ 106 

Lampiran  2 Pedoman Wawancara ..................................................................................... 108 

Lampiran  3 Surat Keputusan (Sk)...................................................................................... 112 

Lampiran  4 Surat Permohonan Izin Penelitian .................................................................. 113 

Lampiran  5 Surat Keterangan Melaksanakkan Penelitian Dari Instansi ........................... 114 

Lampiran  6 Dokumentasi Wawancara ............................................................................... 115 



 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi birokrasi di Indonesia terus diarahkan pada terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) 

Nomor 10 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) 

sebagai langkah strategis untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) . Kebijakan tersebut menjadi instrumen penting 

dalam memperkuat komitmen lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik secara sistematis dan berkelanjutan (KemenPAN-RB., 2020). 

Pembangunan Zona Integritas juga menjadi bagian integral dari agenda nasional 

pemberantasan korupsi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi negara. 

Birokrasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, birokrasi tidak 

hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan 

publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi dituntut 

untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat (Dwiyanto, 

2018a). 

Pelayanan publik merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban aparatur negara 

kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus 

berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan kesetaraan hak. 

Dengan demikian, setiap instansi pemerintah, termasuk lembaga peradilan, memiliki 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan proses dan pelaksanaan pelayanan publik 

kepada masyarakat. 

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kota Bandung, sebagai lembaga peradilan tingkat 

banding di lingkungan Peradilan Agama, memiliki fungsi strategis dalam memastikan 

penyelesaian perkara secara adil, cepat, dan transparan. Sebagai bagian dari Mahkamah 
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Agung Republik Indonesia, PTA Bandung dituntut untuk menjalankan amanat pelayanan 

publik berbasis integritas dan akuntabilitas guna mendukung terciptanya sistem peradilan 

yang bersih dan professional (RI, 2024). Oleh karena itu, implementasi ZI di PTA 

Bandung bukan hanya merupakan mandat administratif, tetapi juga kebutuhan substansial 

untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama (PTA, 2025). 

Keberhasilan pembangunan ZI menjadi indikator penting bagi lembaga peradilan dalam 

membuktikan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

Implementasi Zona Integritas di PTA Bandung dilakukan melalui serangkaian 

langkah strategis yang mencakup enam area perubahan reformasi birokrasi, yaitu (1) 

manajemen perubahan, (2) penataan tata laksana, (3) penataan sistem manajemen SDM, 

(4) penguatan akuntabilitas, (5) penguatan pengawasan, dan (6) peningkatan kualitas 

pelayanan publik Setiap area perubahan tersebut membutuhkan sinergi, konsistensi, dan 

komitmen kolektif dari seluruh aparatur. Namun dalam praktiknya, dinamika pelaksanaan 

sering kali menghadapi sejumlah tantangan, seperti budaya kerja yang belum sepenuhnya 

adaptif, ketergantungan pada prosedur lama, serta resistensi terhadap perubahan yang 

berpengaruh pada kualitas layanan (PTA, 2025) . Kondisi ini menunjukkan perlunya 

evaluasi implementasi ZI secara lebih mendalam. 

Tabel 1.1 Capaian WBK/WBBM Pengadilan tinggi Agama Bandung  

untuk Periode 2024-2025 

Capaian 

Indikator 

Tahun 2024 (%) Tahun 2025 (%) Keterangan  

Predikat Wilayah 

Bebas Korupsi 

(WBK) 

 

Belum Terapai 

 

Dipertahankan  

Mengidentifikasi 

Komitmen Bebas 

Korupsi. 

Predikat Wilayah 

Birokrasi Bersih 

dan Melayani 

(WBBM) 

 

Dalam Proses 

 

Dalam Proses 

Tahapan Menuju 

Pelayanan Prima 

dan Birokrasi 

bersih. 
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Capaian 

Indikator 

Tahun 2024 (%) Tahun 2025 (%) Keterangan  

Persentase 

Penyelesaian 

Perkara Tepat 

Waktu 

 

98,7% 

 

99,2% 

Indikator efesiensi 

Proses Penaganan 

perkara. 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

 

85,5% 

 

88,0% 

Ukuran Kepuasan 

Publik Terhadap 

Pelayanan 

Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Kasasi 

 

93,5% 

 

95,0% 

Tanda Kualitas 

Penanganan Perkara 

yang Akuntabel 

 

Sumber : Laporan Pembangunan Zona Integritas PTA Bandung 2024-2025, laporan 

tahunan PTA Bandung, dan dokumen evaluasi resmi Mahkamah Agung RI 

 

Berdasarkan data kinerja, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum 

tercapai pada tahun 2024 dan hingga tahun 2025 masih dalam proses pengupayaan, 

meskipun PTA Bandung menunjukkan peningkatan berbagai indikator pelayanan publik. 

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu tercatat berada di atas 98%, sementara 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan dari 86,5% menjadi 88% 

pada periode 2024–2025. Capaian tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya 

mencerminkan standar Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang 

memerlukan inovasi yang lebih komprehensif, konsistensi budaya integritas, serta 

penguatan pengawasan internal di seluruh unit kerja. 

Akuntabilitas pelayanan publik menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan 

birokrasi pemerintahan. Menurut (Dwiyanto, 2018), akuntabilitas pelayanan publik 

berkaitan dengan orientasi aparatur birokrasi dalam proses pelayanan, yang tercermin dari 

kepatuhan terhadap acuan pelayanan yang digunakan, tanggung jawab aparatur dalam 

menjalankan tugas pelayanan, serta orientasi aparatur terhadap kepentingan pengguna 
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jasa. Akuntabilitas pelayanan publik tidak hanya dilihat dari hasil pelayanan, tetapi juga 

dari proses dan sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.Penerapan inovasi pelayanan berbasis teknologi, seperti sistem e-Court, 

terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus menekan biaya administrasi 

perkara, sehingga mendorong terwujudnya pelayanan peradilan yang lebih akuntabel 

(Hariyanto & Sundusiyah, 2022). Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa optimalisasi biaya pelayanan tidak hanya bergantung pada sistem elektronik, tetapi 

juga pada komitmen institusi dalam pengawasan, keterbukaan informasi biaya, dan 

integritas aparatur peradilan. Oleh karena itu, implementasi Zona Integritas di Pengadilan 

Tinggi Agama Kota Bandung menjadi instrumen strategis untuk memastikan biaya 

pelayanan dikelola secara akuntabel, adil, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. 

 Meskipun PTA Bandung telah berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM), status tersebut masih dalam tahap pencapaian. Proses ini menuntut 

upaya lebih lanjut dalam perbaikan tata kelola, peningkatan manajemen risiko, dan 

inovasi layanan publik yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Ini merupakan 

tantangan utama yang harus dihadapi dan diatasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih 

cepat, transparan, dan akuntabel. 

Selain capaian positif, implementasi ZI pada lembaga peradilan masih menghadapi 

berbagai hambatan yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Hambatan 

tersebut mencakup keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya efektivitas 

koordinasi internal, serta belum meratanya literasi integritas di kalangan aparatur (PTA, 

2025) . Strategi optimal yang dilakukan PTA Bandung mencakup pembentukan tim kerja 

khusus, pelatihan pengembangan SDM, penguatan aturan disiplin internal, dan penegakan 

standar operasional prosedur yang ketat. Strategi ini diarahkan untuk menjaga dan 

meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memastikan konsistensi pelaksanaan prinsip 

anti-korupsi. 

Secara lebih spesifik, temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa hambatan 

pelayanan publik di PTA Bandung bersifat teknis-operasional, antara lain aplikasi SI-

RINO yang belum sepenuhnya berfungsi stabil sehingga notifikasi kepada pihak 

berperkara tidak selalu tersampaikan, belum lengkapnya data kontak (nomor WhatsApp) 

pihak berperkara dalam sistem, serta keterlambatan koordinasi dan penyampaian 
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informasi antarsatuan kerja, khususnya dari satuan kerja tingkat pertama. Selain itu, 

konsistensi perilaku pelayanan antarpetugas dan kecepatan respons dalam 

menindaklanjuti keluhan masyarakat masih memerlukan penguatan, dan dokumentasi 

tindak lanjut pengaduan belum sepenuhnya tertata dengan baik. Berbagai temuan tersebut 

mengindikasikan bahwa capaian administratif Zona Integritas belum sepenuhnya diikuti 

oleh kesiapan teknis dan operasional di lapangan, sehingga akuntabilitas pelayanan publik 

yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan masih perlu ditingkatkan. 

Selain itu, penelitian terkait implementasi Zona Integritas pada lembaga peradilan 

tingkat banding masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya 

berfokus pada pengadilan tingkat pertama atau pada instansi pemerintah daerah, sehingga 

terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai efektivitas ZI di tingkat pengadilan tinggi 

(Kementerian PAN-RB, 2020). Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk 

memberikan kontribusi empiris dalam memetakan keberhasilan, hambatan, dan strategi 

peningkatan kualitas pelayanan publik di PTA Bandung. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik dalam pengembangan teori administrasi 

publik maupun dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi. 

Meskipun sejumlah instansi peradilan telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) melalui pembangunan Zona Integritas, capaian tersebut belum 

sepenuhnya menjamin terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik yang dirasakan secara 

langsung oleh masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat potensi kesenjangan antara 

keberhasilan administratif pembangunan Zona Integritas dengan kualitas pelayanan yang 

dialami oleh pengguna layanan peradilan. Kondisi ini juga relevan pada Pengadilan 

Tinggi Agama Kota Bandung yang menangani berbagai perkara perdata Islam dengan 

kompleksitas dan volume yang relatif tinggi. (Pengadilan tinggi agama, 2019) 

Capaian WBK umumnya diukur melalui indikator administratif, seperti pemenuhan 

dokumen reformasi birokrasi, penataan sistem pengendalian internal, serta hasil evaluasi 

internal oleh instansi terkait(Pengadilan tinggi agama, 2019). Namun demikian, capaian 

tersebut tidak selalu sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pelayanan 

publik, khususnya terkait kejelasan prosedur, kepastian waktu layanan, serta transparansi 

informasi perkara. Sejumlah keluhan masyarakat masih berkaitan dengan keterlambatan 

proses pelayanan dan kurang optimalnya pemanfaatan sistem pelayanan berbasis 
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elektronik, yang menunjukkan bahwa keberhasilan formal Zona Integritas belum 

sepenuhnya terkonversi menjadi akuntabilitas pelayanan secara substantif. 

Fenomena ini mencerminkan tantangan reformasi birokrasi di sektor peradilan, di 

mana penilaian Zona Integritas cenderung berfokus pada aspek kepatuhan administratif, 

sementara outcome eksternal berupa kepercayaan dan kepuasan masyarakat belum 

sepenuhnya mencerminkan hasil yang ideal. Dengan demikian, pencapaian predikat 

WBK perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif akuntabilitas pelayanan publik yang 

dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. 

Selain kesenjangan antara capaian formal dan akuntabilitas substantif, permasalahan 

lain yang muncul dalam pelayanan peradilan adalah orientasi dan perilaku aparatur yang 

masih cenderung berfokus pada kepatuhan prosedural. Orientasi pelayanan yang 

menekankan pemenuhan persyaratan administratif sering kali belum sepenuhnya 

diimbangi dengan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. 

Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung, orientasi aparatur yang 

masih bersifat prosedural berpotensi menimbulkan persepsi pelayanan yang kaku, kurang 

responsif, dan belum sepenuhnya inklusif. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat 

yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap prosedur hukum atau menghadapi 

kondisi khusus dalam proses pelayanan. Kurangnya penjelasan yang komunikatif serta 

respons yang kurang empatik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

akuntabilitas aparatur peradilan. 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Zona Integritas belum 

sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku aparatur secara menyeluruh. Tanpa 

penguatan orientasi pelayanan yang berpusat pada pengguna jasa, upaya reformasi 

birokrasi berisiko berhenti pada aspek struktural dan administratif, tanpa menghasilkan 

perubahan substantif dalam praktik pelayanan publik. 

Zona Integritas pada dasarnya dirancang sebagai instrumen reformasi birokrasi untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, bukan 

sebagai tujuan akhir. Predikat WBK maupun WBBM seharusnya dipahami sebagai 

tahapan dalam proses perbaikan berkelanjutan, bukan sebagai capaian simbolik yang 

berdiri sendiri (Loro et al., 2023). 
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Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung, Zona Integritas 

berfungsi sebagai kerangka operasional untuk mendorong perbaikan tata laksana, 

penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Apabila Zona Integritas hanya dipersepsikan sebagai target penilaian, 

maka esensi perubahan budaya kerja dan orientasi pelayanan berpotensi terabaikan (Loro 

et al., 2023). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Zona Integritas perlu dinilai dari 

sejauh mana instrumen tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata dalam proses 

pelayanan dan perilaku aparatur. 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi Zona Integritas di lingkungan 

peradilan umumnya berfokus pada aspek formal implementasi kebijakan, seperti faktor 

pendukung dan penghambat pencapaian predikat WBK/WBBM atau pemenuhan 

indikator evaluasi reformasi birokrasi. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan 

akuntabilitas pelayanan publik sebagai outcome utama implementasi Zona Integritas 

masih relatif terbatas (Tjahjani, 2024).  

Selain itu, sebagian besar penelitian belum secara mendalam mengkaji bagaimana 

implementasi Zona Integritas memengaruhi orientasi proses pelayanan, tanggung jawab 

aparatur, serta prioritas kepentingan pengguna jasa sebagaimana dikemukakan oleh 

Dwiyanto. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya 

dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung sebagai lembaga peradilan 

tingkat banding dengan karakteristik pelayanan yang spesifik (Rudianto, 2024).  

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Zona Integritas di Pengadilan Tinggi 

Agama Kota Bandung perlu dikaji tidak hanya dari aspek pencapaian administratif, tetapi 

juga dari perspektif akuntabilitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh 

karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis orientasi proses pelayanan, tanggung 

jawab aparatur, serta orientasi kepentingan publik dalam penyelenggaraan pelayanan 

peradilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai sejauh mana implementasi Zona Integritas berkontribusi 

terhadap peningkatan akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Kota 

Bandung.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui seberapa besar akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan tinggi Agama 
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Kota bandung. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas 

Pelayanan Publik Aparatur Peradilan Dalam Meningkatkan Zona Integritas Pada 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi proses pelayanan menunjukkan bahwa aparatur belum sepenuhnya 

melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Tanggung jawab aparatur memperlihatkan bahwa petugas pelayanan belum 

sepenuhnya memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai 

prosedur, hasil, dan konsekuensi pelayanan. 

3. Orientasi kepentingan publik mengindikasikan bahwa penyelenggara pelayanan 

belum sepenuhnya menjamin akses pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana aparatur peradilan melaksanakan orientasi proses pelayanan dalam 

implementasi Zona Integritas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di 

Pengadilan Tinggi Agama  Bandung? 

2. Bagaimana aparatur peradilan melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam 

menangani masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan pelayanan 

dalam kerangka implementasi Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama  

Bandung? 

3. Bagaimana aparatur peradilan mengutamakan orientasi kepentingan publik dalam 

pelaksanaan pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi Zona Integritas di 

Pengadilan Tinggi Agama  Bandung? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis orientasi proses pelayanan dalam implementasi Zona Integritas 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Kota 

Bandung. 

2. Untuk menganalisis tanggung jawab aparatur peradilan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, khususnya dalam menangani masyarakat pengguna jasa yang tidak 

memenuhi persyaratan pelayanan, dalam kerangka implementasi Zona Integritas di 

Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung. 

3. Untuk menganalisis orientasi kepentingan publik dalam pelaksanaan pelayanan 

publik oleh aparatur peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung sebagai 

bagian dari implementasi Zona Integritas. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis 

menggolongkan penelitian ini menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait kajian implementasi 

kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai implementasi 

Zona Integritas sebagai instrumen kebijakan dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

mengkaji topik serupa. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman akademik dalam menerapkan metode penelitian kualitatif 

serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap implementasi kebijakan 

publik, khususnya dalam konteks Zona Integritas dan akuntabilitas 

pelayanan publik di lingkungan lembaga peradilan. 
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b) Bagi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) 

Bagi Pengadilan Tinggi Agama, Penelitian ini memberikan manfaat 

praktis bagi Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung sebagai bahan 

evaluasi pelayanan publik., terutama dalam upaya meningkatkan 

akuntabilitas pelayanan publik, memperkuat komitmen aparatur terhadap 

nilai integritas, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

c) Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih akuntabel, 

transparan, dan berorientasi pada kepentingan pencari keadilan, sekaligus 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga 

peradilan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Pelayanan publik di lingkungan peradilan dituntut untuk dilaksanakan secara 

akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur kepada masyarakat pencari 

keadilan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, pemerintah menerapkan 

kebijakan Zona Integritas (ZI) sebagai instrumen reformasi birokrasi yang bertujuan 

menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani. 

Implementasi Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung diarahkan 

pada perubahan sistem, prosedur, dan perilaku aparatur peradilan agar pelayanan publik 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi Zona 

Integritas tersebut tercermin dari meningkatnya akuntabilitas pelayanan publik. 

Menurut (Dwiyanto, 2018), akuntabilitas pelayanan publik berkaitan dengan orientasi 

aparatur birokrasi dalam proses pelayanan, yang tercermin dari kepatuhan terhadap acuan 

pelayanan, tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan, serta prioritas 

kepentingan pengguna jasa. Oleh karena itu, akuntabilitas pelayanan publik dalam 

penelitian ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu: 



11 
 

 

1. Acuan pelayanan yang digunakan aparat peradilan dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

2. Tindakan aparat peradilan terhadap masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi 

persyaratan pelayanan. 

3. Prioritas kepentingan pengguna jasa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

Melalui pengukuran indikator-indikator tersebut, penelitian ini berupaya 

mengetahui sejauh mana implementasi Zona Integritas mampu meningkatkan 

akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung.    

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir 

                                                         Sumber:  Diolah Oleh Peneliti (2026) 

OUTPUT INPUT 

 

Identifikasi Masalah 

1. Orientasi proses pelayanan 

aplikasi SI-RINO yang 

belum stabil dan 

keterlambatan koordinasi 

antarsatuan kerja. 

2. Tanggung jawab aparatur 

data kontak WhatsApp yang 

belum lengkap dan 

ikonsistensi perilaku 

pelyanan antarpetugas. 

3. Orientasi kepentingan 

publik lambatnya respons 

terhadap keluhan dan 

dokumentasi tindak lanjut 

pengaduan yang belum 

tertata. 

Akuntabilitas Pelayanan 

Publik. Dimensi pada  

1. Orientasi Proses 

Pelayanan 

2. Tanggung  Jawab 

Aparatur  

3.Orientasi 

Kepentingan Publik 

 

   Sumber: Dwiyanto (2018) 

Hasil  Akhir 

Diperolehnya  gambaran  

mengenai  akuntabilitas  

pelayanan  publik 

aparatur peradilan  untuk  

meningkatkan Zona  

Integritas  pada  

Pengadilan  Tinggi  

Agama  Bandung  untuk  

kualitas  pelayanan  

publik  yang  transparan,  

akuntabel  pada  

masyatrakat 

PROSES 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian & 

Tahun  

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaruan 

(Novelty) 

1. Ardenovki, 

Santoso & 

Yogopriyatno 

(2024) 

Implementasi 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi 

(WBK) di 

Pengadilan 

Negeri Arga 

Makmur 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

implementasi Zona 

Integritas di 

Pengadilan Negeri 

Arga Makmur 

belum berjalan 

optimal sesuai 

ketentuan 

Permenpan RB 

Nomor 90 Tahun 

2021. Hal ini 

ditunjukkan dengan 

belum diraihnya 

predikat WBK 

hingga tahun 2023, 

terutama karena 

banyaknya catatan 

dari Tim Penilai 

Internal (TPI) pada 

aplikasi PMPZI 

Lokasi penelitian 

terdahulu di 

Pengadilan Negeri 

Arga Makmur, 

fokus pada pada 

pemenuhan Lembar 

Kerja Evaluasi 

(LKE) PMPZI dan 

capaian 

administratif. 

Sedangkan 

Penelitian ini di 

Pengadilan Tinggi 

Agama Kota 

Bandung dengan 

focus pada  analisis 

pada orientasi 

proses pelayanan, 

tanggung jawab 

aparatur, dan 
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No Penelitian & 

Tahun  

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaruan 

(Novelty) 

yang tidak 

ditindaklanjuti atau 

tidak terunggah 

dengan baik. 

Kendati demikian, 

pengadilan telah 

menunjukkan 

komitmen reformasi 

dengan 

menghadirkan 

berbagai inovasi 

pelayanan seperti 

PTSP virtual, 

layanan ramah 

disabilitas, serta 

aplikasi 

ERATERANG yang 

terbukti 

meningkatkan 

kepuasan 

masyarakat. 

orientasi 

kepentingan publik      

2. Muhammad 

Iqbal, Deden 

Mulyana, 

Yusuf 

Abdullah 

(2024) 

Analisis Dampak 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Terhadap Kinerja 

Organisasi 

Melalui Kualitas 

Pelayanan Publik 

Dan Persepsi Anti 

Transformasi 

institusional melalui 

Zona Integritas 

terbukti secara 

saintifik mampu 

menstimulasi 

perbaikan kualitas 

layanan publik dan 

Lokasi penelitian 

ini pada Perguruan 

Tinggi Negeri di 

Tasikmalaya. Fokus 

penelitian adalah 

pada pengaruh 

pembangunan Zona 

Integritas terhadap 
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No Penelitian & 

Tahun  

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaruan 

(Novelty) 

Korupsi (Kasus 

pada Perguruan 

Tinggi Negeri di 

Tasikmalaya) 

meminimalisir 

praktik koruptif 

sekaligus 

mengoptimalkan 

output organisasi. 

Merujuk pada data 

di lapangan, entitas 

pendidikan tinggi 

negeri di 

Tasikmalaya telah 

berhasil 

mengaktualisasikan 

prinsip integritas 

dan kinerja birokrasi 

pada level kualitas 

yang terstandarisasi 

dengan bai 

kinerja organisasi 

dengan kualitas 

pelayanan publik 

dan persepsi anti 

korupsi sebagai 

variabel mediasi. 

Sedangkan  

penelitian ini di 

Pengadilan Tinggi 

Agama Kota 

Bandung dengan 

fokus pada analisis 

orientasi 

pelyanan,tanggung 

jawab aparatur, dan 

orientasi 

kepentingan publik 

3.  Germana 

A.M. Loro, 

Romli Arsad, 

Tun Huseno 

(2023) 

Implementasi 

Kebijakan 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi 

dan Wilayah 

Birokrasi Bersih 

Hasil penelitian 

menunjukan 

Pembangunan ZI 

sudah dilaksanakan 

(pencanangan, pakta 

integritas, 

koordinasi rutin), 

namun unit kerja 

belum meraih 

predikat 

WBK/WBBM 

karena kelengkapan 

Penelitian terdahulu 

berfokus pada 

Impmentasi 

Kebijakan 

menggunakan Teori 

Edward II, 

sedangkan 

Penelitian ini di 

Pengadilan Tinggi 

Agama Kota 

Bandung dengan 

fokus pada  analisis 
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No Penelitian & 

Tahun  

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaruan 

(Novelty) 

LKE dan beberapa 

hambatan pada 

komunikasi, sumber 

daya, disposisi, serta 

struktur birokrasi 

berdasarkan model 

Edward III. 

Hambatan utama: 

keterbatasan SDM 

dan anggaran, 

sarpras gedung 

belum sesuai 

prototipe MA, 

budaya birokrasi dan 

pola pikir pegawai; 

upaya perbaikan 

dilakukan melalui 

optimalisasi DIPA 

dan pengajuan 

penambahan 

personel. 

pada orientasi 

proses pelayanan, 

tanggung jawab 

aparatur, dan 

orientasi 

kepentingan publik      

4. Julia Hapsari, 

Hartuti 

Purnaweni, 

Budi Puspo 

Priyadi 

(2019) 

Implementasi 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Menuju Wilayah 

Bebas dari 

Korupsi dan 

Wilayah 

Birokrasi Bersih 

Implementasi ZI di 

BBWS Pemali Juana 

menggunakan model 

Edward III belum 

optimal dan gagal 

capai predikat 

WBK/WBBM 

karena nilai LKE 

Penelitian terdahulu 

ini fokus pada 

kegagalan 

pencapaian predikat 

WBK/WBBM 

akibat kelemahan 

manajemen SDM 

dan evaluasi 
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No Penelitian & 

Tahun  

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaruan 

(Novelty) 

dan Melayani di 

BBWS Pemali 

Juana Semarang 

komponen hasil 

“Pemerintah Bersih 

dan Bebas KKN” 

hanya 11 (di bawah 

minimal 18); 

hambatan utama 

pada penataan 

manajemen SDM 

(pengembangan 

kompetensi pegawai 

tidak relevan tugas, 

kesenjangan hak 

diklat, monev SKP 

semesteran 

tergantung koleksi 

manual, pegawai 

lalai/massal isi 

SKP); faktor 

pendukung: 

komunikasi apel 

pagi/rapat, SDM 

kompeten, anggaran 

swakelola untuk 

diklat/e-kinerja; 

saran: TNA diklat 

relevan, pelaporan 

monev bulanan, 

sosialisasi SKP 

intensif. 

kinerja, sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada 

akuntabilitas 

pelayanan publik 

sebagai outcome 

dari implementasi 

Zona Integritas. 

Sedangkan 

Penelitian ini di 

Pengadilan Tinggi 

Agama Kota 

Bandung dengan 

fokus pada  analisis 

pada orientasi 

proses pelayanan, 

tanggung jawab 

aparatur, dan 

orientasi 

kepentingan publik      
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No Penelitian & 

Tahun  

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaruan 

(Novelty) 

5.  Sisilia Ni 

Wayan Dina 

Natasya 

Adelia & Ni 

Putu Anik 

Prabawati 

(2024) 

Strategi 

Pengembangan 

Zona Integritas 

Dalam 

Mempertahankan 

Wilayah Bebas 

dari Korupsi serta 

Wilayah 

Birokrasi Bersih 

dan Melayani 

(Studi Kasus 

Pada Kantor 

Imigrasi Kelas I 

TPI Denpasar) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

keberhasilan 

pengembangan dan 

keberlanjutan Zona 

Integritas di Kantor 

Imigrasi Kelas 1 TPI 

Denpasar sangat 

dipengaruhi oleh 

kuatnya komitmen 

pimpinan dan 

seluruh pegawai, 

didukung oleh 

penerapan sistem 

monitoring dan 

evaluasi yang 

berjalan seacara 

efektif, serta adanya 

dukungan dari para 

pemangku 

kepentingan terkait. 

Atas capaian 

tersebut, Kantor 

Imigrasi Kelas 1 TPi 

Denpasar 

memperoleh 

predikat Wilayah 

Bebas dari Korupsi 

(WBK) pada tahun 

Lokasi penelitian 

adalah di Kantor 

Imigrasi Kelas I 

TPI Denpasar. 

Fokus studi adalah 

pada strategi 

pengembangan dan 

faktor pendukung 

dalam 

mempertahankan 

gelar WBK/WBBM 

yang sudah diraih. 

Metode yang 

digunakan adalah 

kualitatif. 

Sedangkan 

Penelitian ini di 

Pengadilan Tinggi 

Agama Kota 

Bandung dengan 

fokus pada  analisis 

pada orientasi 

proses pelayanan, 

tanggung jawab 

aparatur, dan 

orientasi 

kepentingan publik      
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No Penelitian & 

Tahun  

Judul Penelitian Hasil Penelitian Kebaruan 

(Novelty) 

2018 dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) 

pada tahun 2020. 

Sumber: Hasil Penelitian (diolah Peneliti, 2026). 

 

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa implementasi Zona 

Integritas (ZI) memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan akuntabilitas organisasi, meskipun sering kali terkendala oleh faktor struktural dan 

operasional (Loro et al., 2023)di Pengadilan Negeri Arga Makmur mengungkap 

implementasi ZI yang belum optimal akibat ketidaksempurnaan pemenuhan Lembar 

Kerja Evaluasi (LKE) PMPZI, sementara (Iqbal et al., 2024) di perguruan tinggi 

Tasikmalaya membuktikan pengaruh positif ZI terhadap kinerja melalui mediasi kualitas 

pelayanan dan persepsi anti-korupsi (Loro et al., 2023) dan (Hapsari. Julia H et al., 2019) 

menggunakan model Edward III untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi, sumber 

daya manusia, dan struktur birokrasi yang menghambat predikat WBK/WBBM, 

sedangkan (Adelia & Prabawati, 2024) di Kantor Imigrasi Denpasar menekankan komitmen 

pimpinan serta monitoring efektif sebagai faktor sukses mempertahankan WBK/WBBM. 

Secara keseluruhan, kelima penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa keberhasilan ZI 

bergantung pada sinergi faktor pendukung seperti komunikasi berkelanjutan, kompetensi 

SDM, dan dukungan struktural, namun belum ada yang secara khusus menganalisis 

dampaknya terhadap indikator akuntabilitas pelayanan publik menurut (Dwiyanto, 2018) 

yaitu orientasi proses pelayanan, tanggung jawab aparatur, dan prioritas kepentingan 

publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Kesenjangan ini menjadi kontribusi 

utama penelitian saat ini, yang berfokus pada konteks PTA Kota Bandung untuk mengisi 

kekosongan empiris mengenai dinamika akuntabilitas substantif dalam implementasi ZI 

pada lembaga peradilan agama tingkat banding. 
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B. Grand Theory, Middle RangeTheory, Applied Theory 

1. Grand Theory (Administrasi Publik) 

Administrasi publik adalah bidang studi yang berfokus pada pelaksanaan 

kebijakan pemerintah dan manajemen organisasi public dengan tujuan melyani 

masyarakat secara efektif dan efisen (Sarjito, 2024). Administrasi publik tidak hanya 

terbatas pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup bebrapa kapabilitas 

operasional seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

progam-progam publik.  

Kasim (1994:8) dalam (Sukmana, 2024) menyatakan bahwa administrasi publik 

memiliki pengaruh yang signifikan, tidak hanya pada tahap perumusan kebijkan, 

tetapi pada tingkat implemntasi kebijakan. Dalam hal ini, administrasi publik 

berfungsi  sebagai mekanisme yang memastikan kebijakan yang dirancang dapat 

diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan progam yang teah ditetapkan oleh 

pembuat kebijakn politik. 

Selain itu, administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi unit-

unit organisasi yang mengajar tercapainya tujuan-tujuan negara. Menurut Kristadi 

(19994:23) dalam (Sukmana, 2024) tujuan-tujuan kenegaraan tersebut meliputi 

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyedian barang-barang 

publik dan pelayanan publik. 

 Menurut Dimock (1992) dalam (Rodiyah et al., 2021) menyampaikan bahwa 

Administrasi publik merupakan bagian integral dari administrasi secara umum yang 

memiliki cakupan kajian lebih luas. Administrasi publik mempelajari ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan proses pembentukan, pengorganisasian, 

penggerakan, serta penyelenggaraan berbagai lembaga, mulai dari unit terkecil 

seperti keluarga hingga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Administrasi publik berfungsi sebagai penentu dan pengarah kebijakan negara 

karena administrasi termasuk dalam ranah ilmu politik. Oleh karena itu, administrasi 

publik memiliki dua prasyarat utama untuk dapat dipahami secara komprehensif. 

Prasyarat pertama adalah pemahaman mengenai administrasi umum. Prasyarat 

kedua adalah pengakuan bahwa berbagai permasalahan administrasi publik banyak 

muncul dan berkembang dalam konteks politik. 
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Menurut Dimock (1992) dalam (Rodiyah et al., 2021) juga menambahkan bahwa 

Administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji kepentingan dan 

kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat melalui peran pemerintah serta 

mekanisme yang digunakan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, ilmu 

administrasi publik tidak hanya terbatas pada aktivitas yang dilakukan oleh 

pemerintah, tetapi juga mencakup proses dan upaya dalam memenuhi kebutuhan 

serta kepentingan tersebut. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Thoha (1997) 

dalam (Rodiyah et al., 2021b) menyampaikan bahwa administrasi publik diturunkan 

oleh ibu administrasi dan ayah politik. Dengan adanya hal tersebut maka kegiatan 

administrasi yang dilakukan dalam lingkungan politik atau negara atau pemerintah 

merupakan administrasi publik. 

2. Middle RangeTheory  

a. Pelayanan Publik 

Selain berperan sebagai abdi negara, penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan tugas utama aparatur negara. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

administrasi negara meliputi seluruh bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh badan usaha nasional, daerah, serta badan usaha milik negara atau daerah, 

sebagaimana dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000), dalam 

rangka memenuhi ketentuan hukum, pelaksanaan tugas, serta standar yang 

ditetapkan oleh masyarakat. Menurut Moenir (1998:26) dalam (Ulin & Aisyah, 2023) , 

Pelayanan merupakan suatu proses yang berlangsung secara berulang dan 

berkesinambungan serta mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial individu. Di 

sisi lain, pelayanan pada hakikatnya adalah suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan 

yang saling berkaitan. 

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang diselenggarakan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik berupa 

penyediaan barang jasa, maupun pelayanan administrative yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 
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 Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pelayanan  dimaknai sebagai  

suatu usaha untuk memberikan bantuan kepada pihak lain. Adapun pengertian 

pelayanan publik menurut Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 81 Tahun 1993 tentang seluruh aktivitas pelayanan yang diselenggarakan 

oleh penyedia pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan penerima 

manfaat serta melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Menurut  Moenir  (2002:  26–27) dalam (Ulin & Aisyah, 2023),  Pelayanan 

merupakan suatu aktivitas yang kerap dilakukan oleh individu maupun oleh 

sekelompok orang, yang dilaksanakan secara sukarela, di mana pihak yang 

memperoleh keuntungan utama adalah penyedia jasa. Bergantung pada kapasitas 

dan kemampuan penyedia layanan dalam menyelenggarakan pelayanan, 

pengertian tersebut dapat mengalami perubahan. Oleh karena proses pelayanan 

berlangsung secara teratur dan berkesinambungan sepanjang kehidupan suatu 

organisasi dalam masyarakat, maka pelayanan pada dasarnya merupakan suatu 

rangkaian tindakan. Proses-proses yang berlangsung berkaitan dengan upaya 

pemenuhan kebutuhan bersama antara pihak penerima manfaat dan penyedia 

layanan. Suatu pelayanan dapat disampaikan secara optimal dan mencapai 

keberhasilan apabila memenuhi beberapa kriteria berikut: 

1. Pemahaman tentang kepemimpinan dan wewenang. 

Kriteria ini menekankan pentingnya struktur kepemimpinan yang jelas dan 

delegasi wewenang yang dipahami dengan baik di dalam organisasi. 

2. Aturan yang ada sudah cukup. 

Kriteria ini menyoroti perlunya Pedoman atau Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang memadai dan berfungsi sebagai panduan dalam 

pelaksanaan layanan.  

3. Mekanisme sistem dinamis organisasi 

Kriteria ini mengacu pada sistem dan mekanisme kerja internal organisasi 

yang adaptif, responsif, dan terintegrasi. 

4. Penghasilan karyawan cukup untuk menutupi biaya hidup pokok. 
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Kriteria ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan finansial petugas 

layanan. 

Bakat yang relevan dengan tugas/pekerjaan yang ada. 

5. Kriteria ini menekankan pada penempatan karyawan sesuai dengan 

kompetensi, keterampilan, dan bakat mereka (The Right Man in The Right 

Place). 

6. Jenis  dan  cara  tugas/pekerjaan  pelayanan  menentukan  ketersediaan  

fasilitas  pelayanan Moenir (2000) hal 123-124 

Kriteria ini menghubungkan antara sifat layanan dengan sarana dan 

prasarana pendukung yang dibutuhkan. 

Lupiyoadi  (2001) dalam (Ulin & Aisyah, 2023) ,  Parasuraman  berpendapat  

bahwa  untuk  menilai  kualitas  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  otoritas  

birokrasi  diperlukan  aspek  dimensional  yang  menunjukkan  baik atau  buruknya  

suatu  pelayanan  publik. 

Menurut Dwiyanto (2006) dalam (Mustanir, 2022), pelayanan publik adalah 

serangkaian aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik guna 

memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah 

warga negara yang membutuhkan peralatan publik.  

Sedangkan menurut Lovelock (1991) dalam (Rahmadana, 2020) , ”Service 

merupakan suatu produk yang bersifat tidak berwujud, berlangsung dalam waktu 

singkat, serta dirasakan atau dialami oleh pihak penerima layanan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa service adalah produk yang tidak memiliki bentuk fisik 

sehingga tidak dapat dimiliki secara nyata, serta bersifat sementara atau tidak 

bertahan lama, namun dapat dialami dan dirasakan oleh pengguna layanan. Secara 

etimologis, istilah pelayanan berasal dari kata layan yang memiliki makna 

membantu dalam menyiapkan atau mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

seseorang. Selanjutnya, pelayanan dapat dimaknai sebagai: perihal atau cara dalam 

melayani; servis atau jasa; serta segala hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli 

barang maupun jasa (Poerwadarminta, 1995). 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003, pelayanan umum didefinisikan sebagai seluruh bentuk pelayanan yang 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

bentuk penyediaan barang dan/atau jasa, baik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab I 

Pasal 1 ayat (1), pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau serangkaian 

aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Pada prinsipnya, setiap bentuk pelayanan umum tersebut 

senantiasa perlu ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan sesuai dengan 

kebutuhan, harapan, dan keinginan klien atau masyarakat sebagai pengguna jasa 

(Rahmadana, 2020) 

Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai proses pemberian jasa atau layanan 

dalam rangka memenuhi keperluan individu maupun masyarakat yang memiliki 

kepentingan terhadap suatu organisasi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

serta prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada dasarnya berfungsi sebagai 

penyelenggara pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk 

melayani kepentingannya sendiri, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan potensi, kemampuan, dan kreativitasnya guna 

mencapai tujuan bersama Rasyid (2000) dalam (Rahmadana, 2020). Oleh karena itu, 

birokrasi publik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada masyarakat. Masyarakat 

menunjukkan tingkat kesadaran yang semakin tinggi serta semakin berani 

melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang optimal, 

diperlukan adanya standar yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
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Pelayanan publik dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan maupun rangkaian 

kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditunjukan bagi 

setiap warga negara dan penduduk dalam bentuk penyedian barang, jasa, serta 

pelayanan publik yang meliputi institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk tujuan pelayanan 

publik. Seluruh kegiatan pelayanan tersebut dijalankan oleh pejabat, pegawai, 

petugas, maupun individu yang bekerja dalam organisasi pelenyelenggara pelayanan 

publik yang memiliki kewenangan dan dalam organisasi penyelenggara pelayanan 

publik yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakasanakan 

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik Sriattakul (2019) dalam 

(Mustanir, 2022). 

Menurut Dawabsheh (2020) dalam  (Mustanir, 2022), Dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaanya harus didasarkan pada standar 

pelayanan yang berfungsi sebagai tolak ukur serta pedoman dalam pelaksanaan 

pelayanan, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan, sekaligus 

menjadi acuan dalam menilai kualitas pelayanan, yang merupakan bentuk kewajiban 

dan komitmen penyelenggara kepada masyarakt guna mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas, cepat, sederhana, terjangkau, dan terukur. Penyelenggaraan pelayanan 

publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, yang pengaturannya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hokum 

dalam penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, pengaturan terkait pelayanan 

publik bertujuan untuk menciptakan batasan serta hubungan yang jelas mengenai 

hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terlibat dlam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintah yang baik dan prinsip tata kelola korporasi yang baik, sehingga 

penyelenggara pelayanan publik dapat terlaksanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan dan kepastian 

hokum bagi masyarakat dalam proses pelayanan publik. 
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b. Implementasi Kebijakan  

Menurut P. Sabatier & Mazmanian (1980) dalam (Subianto, 2020) Implementasi 

kebijakan merupakan proses untuk memahami apa yang secara faktual berlangsung 

setelah suatu program ditetapkan atau dirumuskan, yaitu berbagai peristiwa serta 

aktivitas yang muncul setelah tahapan pengesahan kebijakan negara, baik yang 

berkaitan dengan upaya pengadministrasian kebijakan maupun usaha-usaha yang 

ditujukan untuk menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat serta berbagai 

peristiwa yang menyertainya. 

Selanjutnya menurut Wahab, S.A (2008) dalam (Subianto, 2020) menjelaskan 

bahwa fungsi Implementasi Kebijakan pada dasrnya adalah membangun suatu 

keterkaitan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat direalisasikan 

sebagai outcome atau hasil akhir dari berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, fungsi implemntasi kebijakan juga mencakup proses 

penyaliran mengenai “apa” yang dalam kajian ilmu kebijakan “policy science) 

dikenal sebagai Policy Delivery System atau sistem penyampaian kebijakan, yang 

meliputi berbagai metode maupun sarana tertentu yang dirancang dan didesaian 

secara khusus serta diarahkan secara sistematis untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran kebijakan yang lebih ditetapkan. 

Marilee S. Grindle (1980) dalam (Subianto, 2020) mengemukakan bahwa 

implementasi kebijakan negara pada hakikatnya tidak hanya sekadar berangkat dari 

mekanisme penerjemahan keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran 

birokrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan konflik, pengambilan 

keputusan, serta pihak-pihak yang memperoleh “apa” dari suatu kebijakan. Oleh 

karena itu, implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari keseluruhan 

tahapan proses kebijakan, Grindle menegaskan bahwa tahapan implementasi baru 

dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah dirumuskan, program kegiatan telah 

disusun secara jelas, serta sumber pendanaan telah dipersiapkan dan disalurkan guna 

mencapai sasaran tersebut. 

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Subianto, 2020) 

Memberikan definisi bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang 
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dilaksanakan, baik oleh individu atau pejabat maupun oleh kelompok yang berasal 

dari sektor pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. 

Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983: 19-20) dalam (Syafri & 

Setyoko, 2016) Pendekatan inin memberikan gambaran mengenai cara melakukan 

intervensi atau implementasi kebijakan melalui tahapan, yaitut: (1) melakukan 

identiikasi terhadap permasalahan yang memerlukan intervensi, (2) menetapkan 

secara tegas tujuan yang ingin diwujudkan, dan (3) menyusun kerangka atau struktur 

implementasi. Oleh karena itu program harus dirumuskan secara jelas dan sistematis, 

dan apabila progam tersebut masih bersifat umum, maka perlu diterjemahkan lebih 

lanjut ke dalam bentuk yang lebih operasional, yaitu menjadi proyek. 

1) Model Implementasi Kebijakan yang Relevan dengan Zona Integritas 

Model implementasi kebijakan yang dianggap sesuai untuk menganalisis 

pelaksanaan Zona Integritas (ZI) adalah model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh George C. Edwards III. Model ini menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat 

variabel tersebut saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat 

diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan (Tjahjani, 2024). 

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas, aspek komunikasi menjadi 

fondasi awal yang sangat menentukan. Kebijakan ZI yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi harus 

disosialisasikan secara konsisten dan berkelanjutan oleh pimpinan instansi kepada 

seluruh aparatur (Rudianto, 2024). Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk 

menyampaikan substansi kebijakan, tetapi juga untuk membangun kesamaan 

persepsi dan komitmen kolektif dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tanpa komunikasi 

yang jelas dan berkesinambungan, implementasi ZI berpotensi hanya bersifat 

formalitas administratif. 
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Variabel sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang 

kompeten, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelayanan publik. Dalam pembangunan ZI, sumber daya menjadi faktor penentu 

karena implementasi reformasi birokrasi menuntut aparatur yang memahami nilai 

integritas, memiliki keterampilan pelayanan publik, serta didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai, termasuk sistem digitalisasi layanan (Anam, 2020). 

Selanjutnya, disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan 

integritas aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Dalam konteks ZI, disposisi 

pelaksana tercermin dari perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja aparatur, 

dari orientasi prosedural menjadi orientasi pelayanan dan integritas (Anam, 2020). 

Upaya manajemen perubahan, seperti pelatihan etika, penanaman nilai anti-korupsi, 

dan keteladanan pimpinan, menjadi instrumen penting untuk membentuk disposisi 

pelaksana yang mendukung akuntabilitas. 

Struktur birokrasi berperan dalam memastikan bahwa kebijakan ZI 

diterjemahkan ke dalam tata laksana yang jelas dan operasional. Penataan struktur 

birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan Standard Operating Procedure (SOP), 

penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta penerapan 

mekanisme pengawasan seperti whistleblowing system. Dengan struktur birokrasi 

yang mendukung, implementasi ZI tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu 

menghasilkan perubahan substantif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 

transparan dan akuntabel. (Kpu, 2025) 

2) Implementasi Kebijakan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

Implementasi kebijakan di lingkungan lembaga peradilan memiliki 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan instansi pemerintahan pada 

umumnya. Lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Agama, menjalankan 

fungsi yudisial yang menuntut independensi, kepastian hukum, serta akuntabilitas 

tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan public (Maulani & Siti, 2022). Oleh karena 

itu, implementasi Zona Integritas di lingkungan peradilan harus disesuaikan dengan 

karakteristik tersebut. 

Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, 

pembangunan Zona Integritas diintegrasikan ke dalam kebijakan strategis peradilan 
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melalui penetapan standar pelayanan peradilan dan penataan tata kelola 

kelembagaan. Implementasi ZI diarahkan pada perbaikan tata laksana pelayanan 

melalui digitalisasi, seperti penerapan sistem e-Court dan e-Litigasi, yang bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan 

(Sailellah, 2021). 

Penataan manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan 

dilakukan melalui penguatan kompetensi aparatur, penanaman nilai integritas, serta 

mekanisme rotasi jabatan untuk mencegah praktik kolusi dan konflik kepentingan. 

Selain itu, penguatan akuntabilitas dilaksanakan melalui penyusunan laporan kinerja 

secara berkala serta pelaksanaan evaluasi internal dan eksternal oleh lembaga 

pengawas yang berwenang (Maulani & Siti, 2022) 

Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung, implementasi ZI 

menghadapi tantangan berupa tingginya volume perkara dan kompleksitas layanan 

peradilan agama. Tantangan tersebut mendorong perlunya simplifikasi prosedur 

pelayanan, transparansi informasi perkara, serta pemanfaatan teknologi informasi 

untuk memastikan pelayanan peradilan tetap berjalan secara efektif dan akuntabel. 

3. Applied Theory (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan laporan 

secara periodik melalui instrumen pertanggungjawaban atas tingkat keberhasilan 

maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau pejabat pemerintah 

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik yang berdampak 

pada masyarakat untuk mampu memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang 

berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban di Tjokromidjojo Sawir (2022) 

dalam (Sakti et al., 2023) Akuntabilitas merupakan salah satu aspek terpenting dari 

good governance yang saat ini dianut di Indonesia. Pemerintah diminta melaporkan 

hasil program yang  dilaksanakan  agar  masyarakat  dapat  menilai  apakah  

pemerintah  telah  bertindak  secara ekonomis, efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000). 

Menurut (Dwiyanto, 2018), Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan bentuk 

pertanggung jawaban aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya dilihat dari hasil pelayanan, tetapi juga dari 
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Proses Pelayanan, Sikap Apartur, serta Orientasi Pelayanan terhadap kepentingan 

masyarakat sebagai pengguna jasa. 

Teori Akuntabilitas Pelayanan Publik menurut Dwiyanto terdiri dari 3 dimensi, 

yaitu; 

1. Orientasi Proses Pelayanan 

Orientasi Proses Pelayanan merupakan dimensi yang berkaitan dengan 

bagaimana aparatur melaksanakan prosedur pelayanan sesuai standar 

yang telah di tetapkan. Dimensi ini menunjukan bahwa pelayanan 

publik harus dilakukan secara jelas, teratur, tepat waktu dan sesuai 

dengan prosedur pelayanan yang berlaku. 

2. Tanggung Jawab Aparatur 

Tanggung jawab aparatur merupakan dimensi yang berkaitan dengan 

sikap dan tanggung jawab pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Aparatur dituntut mampu memberikan pelayanan 

yang ramah, profesional, serta memberikan informasi pelayanan secara 

jelas kepada masyarakat pengguna jasa. 

3. Orientasi Kepentingan Publik 

Orientasi kepentingan publik merupakan dimensi yang berkaitan 

dengan sejauh mana pelayanan publik mengutamakan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat sebagaimana pengguna layanan. Pelayanan 

publik harus mudah diakses, memberikan kepuasan kepada masyarakat, 

serta menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas. 

Menurut (2002:55), akuntabilitas Dwiyanto untuk et.all mengukur 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-

indikator kinerja yang meliputi: 

1. Acuan pelayanan yang dipergunakan pegawai birokrasi dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan 

prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap 

masyarakat pengguna jasa;   

2. Tindakan yang dilakukan oleh pegawai birokrasi apabila terdapat 

masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan.  
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3. Dalam pelayanan, kepentingan menjalankan seberapa pengguna tugas 

jauh jasa memperoleh prioritas dari pegawai birokrasi. 

 

Dimensi Akuntabilitas  

Agar dapat mewujudkan lembaga sektor publik yang menerapkan prinsip 

akuntabilitas, maka pelakasanaan akuntabilitas perlu mencakup sejumlah dimensi 

tertentu sebagai berikut; (Mareta & Fakih, 2024). 

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality)  

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan 

aturan yang telah diterapkan sebelumnya.  

2. Akuntabilitas proses (Process accountability)  

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan penilian terhadap apakah 

prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas telah berjalan secara 

memadai, termasuk yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, 

sistem informsai manajemen, serta prosedur administratif. Hal tersebut 

mmerujuk pada prinsip akuntabilitas yang secara luas diterapkan dalam 

organisasi sektor publik, sehingga melalui dimensi ini dapat diwujudkan 

penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya 

rendah. Selanjutnya, diperlukan pula mekanisme pengawasan dan 

pemerikasaan akuntabilitas guna mencegah terjadinya praktik kolusi, 

korupsi, dan nepotisme.  

3. Akuntabilitas program (program accountability)  

Dimensi akuntabilitas ini berfokus pada penelitian terhadap sejauh mana 

tujuan program yang telah diterapkan dapat direalisasikan, serta pada 

pertimbangan mengenai ada atau tidaknya alternatif progam lain yang 

mampu menghasilkan capaian yang lebih optimal dengan penggunaan 

biaya yang lebih efisien. 

4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)  

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggung jawaban atas 

kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas. 

a. Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Konteks Peradilan 

Akuntabilitas pelayanan publik dalam konteks lembaga peradilan memiliki 

dimensi yang khas karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas keadilan. 

Akuntabilitas pelayanan peradilan menuntut kepastian prosedur, transparansi biaya, 
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ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta sikap aparatur yang profesional dan 

berintegritas. 

Dalam pembangunan Zona Integritas, akuntabilitas pelayanan publik 

diwujudkan melalui penataan alur pelayanan yang sederhana dan terukur, 

pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital, serta penyediaan mekanisme 

pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Di Pengadilan Tinggi Agama Kota 

Bandung, upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap layanan 

peradilan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis (BTKLPP, 

2020). 

Tantangan utama dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik di 

lingkungan peradilan adalah resistensi terhadap perubahan, terutama dalam adaptasi 

terhadap sistem digital dan budaya kerja baru (BTKLPP, 2020). Oleh karena itu, 

implementasi ZI menuntut komitmen berkelanjutan dari pimpinan dan aparatur 

untuk menjadikan akuntabilitas sebagai bagian dari budaya organisasi peradilan. 

b. Hubungan Zona Integritas dengan Akuntabilitas Pelayanan Publik 

Hubungan antara Zona Integritas dan akuntabilitas pelayanan publik bersifat 

kausal, di mana ZI berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong 

terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel. Pembangunan ZI dilakukan melalui 

enam area perubahan reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan tata 

laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan 

pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Oktavia, 2023) 

Keenam area perubahan tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem 

pelayanan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung, implementasi 

ZI diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelayanan publik melalui 

kepatuhan terhadap standar pelayanan, tanggung jawab aparatur dalam proses 

pelayanan, serta prioritas terhadap kepentingan pengguna jasa peradilan (Oktavia, 

2023). 

Dengan demikian, Zona Integritas tidak hanya dipahami sebagai 

program administratif reformasi birokrasi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk 
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membangun akuntabilitas pelayanan publik secara berkelanjutan di lingkungan 

lembaga peradilan. 

C. Proposisi  

       Berdasarkan kerangka  berpikir yang telah diuraikan, penelitian ini berposisi bahwa 

akuntabilitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur peradilan memiliki peran 

penting dalam meningkatkan  Zona Intgeritras pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Akuntabilitas pelayanan publik tersbut dianalisis berdasarkan tiga dimensi yang 

dikemukakan oleh Dwiyanto (2018), yaitu orientasi proses pelayanan, tanggung jawab 

aparatur, dan orientasi kepentingan pubik. Pelaksanaan ketiga dimensi tersebut oleh 

aparatur peradilan diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan yang 

transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan 

demikian, semakin optimal akuntabilitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

aparatur peradilan, maka semakin mendukung peningkatan Zona Integritas pada 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggali 

fenomena secara mendalam dan holistik terkait akuntabilitas pelayanan publik aparatur 

peradilan dalam meningkatkan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Pemilihan metode ini didasarkan pada paradigma post-positivisme, di mana peneliti 

berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data pada setting alamiah objek 

penelitian, sehingga memungkinkan interpretasi yang kaya terhadap makna, proses, dan 

dinamika implementasi kebijakan yang kompleks. Berbeda dengan paradigma kuantitatif, 

pendekatan kualitatif menekankan triangulasi data melalui wawancara mendalam, 

observasi partisipatif, dan analisis dokumen, dengan penyajian hasil berupa narasi 

deskriptif yang komprehensif untuk menghasilkan pemahaman substantif (Sugiyono, 

2013).  

Menurut (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 

instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat 

menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas, sehingga 

mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan menkontruksi situasi sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan 

mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data secara 

gabungan atau simultan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-

fakta  yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikondtruksikan menjadi hipotesis atau 

teori. Metode kualitaif figunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang mengandung makna. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Menurut (Sugiyono, 2013) , sumber data dalam penelitian kualitatif dibedakan 

menjadi data primer dan data sekunder, berdasarkan cara memperolehnya. Kedua jenis 

data tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan 
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mendalam mengenai objek penelitian. Penggunaan lebih dari satu jenis data juga 

bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan keabsahan hasil penelitian. 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang 

memberikan informasi kepada peneliti. Data ini dikumpulkan melalui interaksi 

langsung dengan informan yang terlibat dalam aktivitas yang diteliti. Oleh karena itu, 

data primer bersifat aktual, kontekstual, dan mencerminkan kondisi nyata yang terjadi 

di lapangan. 

Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dilapangan 

oleh peneliti. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan yaitu Wawancara, 

Observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. 

Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan 

keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Informasi yang diperoleh dari 

informan menjadi sumber utama dalam proses analisis data, sehingga pemilihan 

informan harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan fokus penelitian. 

2. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber 

utama, melainkan melalui dokumen dan bahan tertulis yang relevan. Data sekunder 

berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, serta memverifikasi data primer agar hasil 

penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data 

sekunder dalam penelitian ini meliputi, dokumen resmi lembaga, arsip dan laporan 

kegiatan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan tertulis, buku, jurnal ilmiah, 

dan hasil penelitian terdahulu, data pendukung lain yang relevan dengan fokus 

penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2013) , teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) dan dapat menggunakan berbagai teknik 

secara bersamaan. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk 

memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan valid melalui proses triangulasi. 

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivitas dan proses yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh 

gambaran nyata mengenai kondisi lapangan serta perilaku subjek penelitian 
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dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui observasi, peneliti dapat memahami 

fenomena secara langsung tanpa perantara. 

2. Wawancara, yang dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah 

ditentukan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai 

pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan terkait fenomena yang 

diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat 

subjektif namun kaya akan makna. 

Tabel 3. 1 Daftar Informan Wawancara 

No Nama Inisial Jabatan Jenis  

1. SB Ketua Tim Zona Integritas  Informasi Kunci 

2. IY Kordinator Area 

Penguatan Pelayanan 

Publik  

Informansi Utama 

3. SD Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) 

Informasi Pendukung 

4. AJ Masyarakat Informasi Pendukung 

5. NS Masyarakat Infromasi Pendukung 

Sumber: Diolah Peneliti (2026) 

Menurut (Engkus & Syamsir, 2021) bahwa informan penelitian adalah individu 

yang memberikan data, informasi, atau pandangan dalam proses pengumpulan data, 

terutama dalam penelitian kualitatif. Mereka biasanya dipilih karena memiliki 

pengalaman langsung, pengetahuan mendalam, atau posisi tertentu yang relevan 

dengan topik penelitian. Informan dapat berupa warga, pejabat, tokoh masyarakat, 

atau siapa pun yang dianggap mampu memberikan informasi penting terkait objek 

studi. 

Informan penelitian dibagi menjadi 3(tiga) kategori: (1) Informan kunci, 

adalah yang mengetahui/memahami secara konseptual/kebijakan. (2) Informan 

Utama adalah yang mengetahui/memahami secara teknis operasional;(3) Informan 

pendukung, adalah yang menerima/pengguna kebijakan. 
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Penulisan nama informan digunakan nama inisial, nama samaran, atau kode 

dalam menyebut informan dilakukan demi menjaga kerahasiaan identitas dan 

perlindungan etis terhadap subjek penelitian. Beberapa alasan utama adalah: 

1. Menjaga Privasi dan Keamanan: Informasi yang diberikan bisa bersifat 

sensitif, sehingga menyebut nama asli dapat menimbulkan risiko sosial, 

profesional, atau bahkan hukum bagi informan. 

2. Kepatuhan Etika Penelitian: Standar etika dalam penelitian mensyaratkan 

adanya informed consent dan upaya melindungi identitas partisipan agar 

mereka merasa aman dan nyaman saat memberikan informasi. 

3. Mencegah Konflik atau Stigma Sosial: Dalam konteks pemerintahan, 

kebijakan publik, atau isu kontroversial, identitas asli bisa menimbulkan 

konflik internal atau eksternal jika diketahui pihak lain. 

4. Memberikan Ruang Kebebasan Bersuara: Informan cenderung lebih jujur 

dan terbuka apabila yakin identitasnya tidak akan diungkapkan secara 

langsung. 

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen, arsip, dan bahan tertulis lain yang 

relevan dengan penelitian. Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan 

memperkuat data hasil observasi dan wawancara, sehingga informasi yang 

diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat diverifikasi. 

D. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada prosedur 

analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2013). Analisis data 

dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk 

mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Proses analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap 

pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan agar data yang 

diperoleh dapat diolah secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang 

bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

1. Reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan 

data yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data 
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yang relevan difokuskan untuk dianalisis lebih lanjut agar sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

2. Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif 

yang sistematis. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam 

memahami pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses penafsiran terhadap data yang telah dianalisis. 

Kesimpulan yang dihasilkan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung agar tetap 

konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

E. Triangulasi Data  

Triangulasi sumber data merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013), triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber data. Teknik ini digunakan untuk 

memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya bergantung pada satu sumber, 

sehingga dapat meminimalkan subjektivitas dan meningkatkan kredibilitas temuan 

penelitian. 

Triangulasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Artinya, data yang sama diperoleh dari informan yang 

berbeda untuk melihat tingkat konsistensi informasi. Apabila terdapat perbedaan 

informasi, peneliti tidak serta-merta memilih salah satu, tetapi melakukan analisis 

lebih lanjut hingga diperoleh data yang benar-benar valid. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data mengenai 

pelaksanaan suatu program diperoleh melalui wawancara dengan informan, 

kemudian diverifikasi melalui observasi langsung di lapangan dan diperkuat 

dengan dokumen resmi yang relevan. 
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3. Triangulasi Waktu  

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang 

berbeda. Waktu dapat memengaruhi kredibilitas data. Kondisi informan pada 

waktu tertentu dapat berbeda dengan waktu lainnya, sehingga pengecekan ulang 

perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi jawaban. Apabila data tetap 

konsisten meskipun dikumpulkan pada waktu yang berbeda, maka data tersebut 

semakin dapat dipercaya. 

Triangulasi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan keabsahan serta 

meningkatkan kredibilitas data melalui proses pemeriksaan silang terhadap beragam 

sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data. Melalui triangulasi sumber, peneliti 

membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan untuk menilai tingkat 

konsistensi dan ketepatan data. Melalui triangulasi teknik, peneliti mengonfirmasi data 

dengan menerapkan metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kepada sumber yang sama. Adapun melalui triangulasi waktu, peneliti 

mengumpulkan data pada waktu yang berlainan guna menguji kestabilan serta konsistensi 

informasi. Dengan demikian, triangulasi membantu peneliti mengurangi bias, menekan 

subjektivitas, dan memperkuat validitas temuan sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah s . 

 

F. Operasional Variabel 

Tabel 3. 2 Operasional Variabel 

Kajian  Dimensi  Indikator  

Pengukuran 

Akuntabilitas 

Pelayanan 

Publik   

Orientasi 

proses 

pelayanan 

1. Kejalasan Prosedur Pelayanan 

2. Ketepatan Waktu Pelayanan 

3. Kendala dan Upaya Aparatur dalam Meningkatkan 

Pelayanan. 
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Kajian  Dimensi  Indikator  

Dwiyanto 

(2018) 

 

Tanggung 

jawab 

aparatur 

1. Sikap Apartur dalam Memberikan Pelayanan 

2. Kejalasan Waktu Pelayanan 

3. Profesionalisme Aparatur 

Orientasi 

kepentingan 

publik 

1. Kemudahan Akses Layanan. 

2. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 

3. Penanganan Pengaduan Masyrakat.  

Sumber: Diolah Peneliti (2026) 

G. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung yang 

berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 714, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan 

Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40295. Hal ini dilakukan berdasarkan topik yang 

diteliti oleh peneliti berkaitan dengan analisis akuntabilitas pelayanan publik  

 

2. Waktu Penelitian 

 

Tabel 3.3 Waktu Penelitian 

Tahap 

Penelitian 

Tahun 2025-2026   

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt 

Pengajuan 

Judul 

            

Observasi 

Awal 
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Penyusunan 

Usulan  

Penelitian 

            

Bimbingan 

Usulan 

Penelitian 

            

Sidang 

Usulan 

Penelitian 

            

Revisi 

Usulan 

Penelitian 

             

Pengumpulan 

dan 

pengolahan 

data 

            

Bimbingan 

Skripsi  

            

Penyelesaian 

Skripsi 

            

Sidang 

Skripsi  

            

Sumber: Diolah Peneliti (2026) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama 

“Hoof Voor Islamietische Zaken“.  

Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah 

Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi 

Surakarta menjadi meningkat.  

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung 

dalam surat Nomor: MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura 

dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk 

Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya. 

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 

tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan di Surabaya. Dengan 

keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya 

terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung 

mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama 

di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamh 

Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, 

sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat 

sementara panitera dan beberapa orang kepanteraan. 
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2. Skema Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Barat 

tepatnya di Kota Bandung, semua berpusat dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 119 

Bandung, berupa Gedung Permanen berlantai 2 (dua), berstatus Barang Milik Negara 

(Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Departemen Agama RI) dengan luas bangunan 716 M2 

terdiri dari Lantai 1 seluas 358 M2 dan Lantai 2 seluas 358 M2 di atas tanah seluas 1.110 M2. 

Sebagaimana Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 

Tahun 1998 tanggal 28 September 1998. 

Namun pasca tanggal 20 Februari 2007, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpindah 

alamat di Jalan Soekarno Hatta No.714 Gedebage Bandung, berupa Bangunan Permanen 

yang beridiri di atas tanah seluas 1.950 M2 yang terdiri dari tiga lantai, masing-masing seluas 

800 M2 dan satu lantai dasar (Basement) sebagai lahan per-parkiran (yang dapat menampung 

sekitar 20 unit kendaraan Roda Empat dan 30 unit kendaraan Roda Dua). 

Pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, sesuai dengan kemampuang anggaran 

yang dilakukan dalam 4 Tahap, dimulai Tahun Anggaran 2003 (Sebelum Peradilan Agama 

Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI), dan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 

2006 (Setelah Peradilan Agama Satu Atap DI Bawah Mahkamah Agung RI). Total jumlah 

anggaran yang diserap mencapai angka Rp. 12.915.988.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan 

Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

3. Dasar Hukum 

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah : 

1. Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610; 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI; 

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Agama RI; 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukkan 

Mahkamah Islam Tinggi. 
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4. Visi dan Misi 

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung  

“ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang Agung “ 

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan  

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

 

5. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi 

6. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Sebagai pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama, tugas, pokok dan 

wewenang Pengadilan Tinggi Agama Bandung diatur dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat 

banding yang berasal daru putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Provinsi 

Jawa Barat, khususnya perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
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wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Selain itu, Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung juga bertugas dan berwenang menjadi di tingkat pertama dan 

terakhir sengketa kewenangan menjadi antar Pengadilan Agama di wilayah 

hukumnya. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

menjalankan sejumlah fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding 

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan 

administrasi peradilan lainnya 

3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nashiat tentang hukum 

islam kepada intansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di 

minta 

4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku 

Hakim, Panitera, Sekertaris, dan Jurusita di daerah hukumnya 

5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat 

Pengadilan Agama agar peradilan diselenggarakan secara seksama 

6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Peradilan Agama 

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti hisab rukyat 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peradilan 

Agama 

       Kejelasan tugas dan fungsi tersebut menjadi landasan bagi Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung dalam Menyusun standar pelayanan dan menilai akuntabilitas 

pelaksanaan pelayanan publik, sebagai mana menjadi fokus penelitian ini 

 

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

         Guna menjamin kepastian, keseragaman, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

tugas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung Menyusun dan menerapkan Standar 

Operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman kerja bagi seluruh aparatur, baik 

pada unsur teknis kepaniteraan maupunn unsur kesekretariatan. SoP tersebut disusun 

secara tertulis, didokumentasikan, dan dipublikasikan agar dapat diakses oleh aparatur 

maupun masyarakat pencari keadilan sebagai bentuk transparansi pelayanan. Secara 

garis besar, SOP di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dikelompokan ke 

dalam dua bagian utama, sebagai berikut: 

1. Bagian Kepaniteraan, meliputi antara lain SOP penerimaan dan pendaftaran 

perkara banding, persiapan persidangan perkara banding, penetapan majelis 

hakim dan penunjukan panitera pengganti, penetapan sidang, pemeriksaan 

persidangan, penyelesaian dan pengiriman putusan, pelayanan informasi dan 

publikasi putusan, pengarsipan berkas perkara, penanganan pengaduan, serta 

pengelolaan keterbukaan informasi publik. 

2. Bagian Kesekretariatran, meliputi antara lain SOP tata naskah dinas, 

pengelolaan barang milik negara, kepegawaian (termasuk kenaikan pangkat, 

cuti, dan gaji berkala), pengelolaan teknologi informasi, penyusunan progam 
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dan anggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan, pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP), serta pelayanan bagi penyandang disabilitas. 

       Pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung didasrkan pada 

SOP tersebut sebagai acuan baku dalam setiap tahapan pelayanan, sejalan dengan 

kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Keberadaan SOP yang jelas dan konsisten diterapkan 

menjadi salah satu indikator penting orientasi proses pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam dimensi akuntabilitas pelayanan publik yang menjadi fokus 

penelitian ini, sekaligus menjadi bagian dari upaya penataan tata laksana dalam 

pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memaparkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pelayanan Publik 

dalam Meningkatkan Implementasi Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Peneliti memperoleh data penelitian secara langsung melalui kegiatan lapangan sehingga 

hasil penelitian mampu menggambarkan pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik dalam 

mendukung implementasi Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung melaksanakan pembangunan Zona Integritas 

sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Instansi 

menerapkan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Zona Integritas, antara lain 

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan komitmen aparatur 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut menunjukkan 

komitmen organisasi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung telah berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan Zona 

Integritas. Peneliti juga menemukan beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan agar 

kualitas pelayanan publik dapat semakin optimal. Aspek tersebut meliputi konsistensi 

pelaksanaan proses pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, tanggung jawab aparatur 

dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat, serta orientasi pelayanan 



46 
 

 

yang mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. Temuan tersebut 

menjadi fokus analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi 

Zona Integritas mampu meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung. 

Peneliti memperoleh data penelitian melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan pelayanan publik dan implementasi Zona Integritas yang berlangsung secara 

langsung di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Wawancara menghasilkan informasi yang 

mendalam dari aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan masyarakat sebagai 

pengguna layanan mengenai pelaksanaan pelayanan publik, pengalaman menerima 

pelayanan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. Dokumentasi melengkapi data penelitian melalui dokumen resmi, foto kegiatan, 

dan rekaman wawancara sebagai bukti pendukung untuk memperkuat validitas serta 

keabsahan hasil penelitian. 

Peneliti menganalisis seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

menggunakan teori akuntabilitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). 

Teori tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas pelayanan publik terdiri atas tiga dimensi, 

yaitu orientasi proses pelayanan, tanggung jawab aparatur, dan orientasi kepentingan publik. 

Ketiga dimensi tersebut menjadi pedoman analisis untuk menilai sejauh mana aparatur 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan, menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, serta 

mengutamakan kepentingan publik dalam setiap proses pelayanan. 

Pembahasan hasil penelitian disusun berdasarkan ketiga dimensi akuntabilitas 

pelayanan publik tersebut. Peneliti menguraikan setiap dimensi secara sistematis melalui 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori 

akuntabilitas pelayanan publik menurut Dwiyanto (2018). Penyajian hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan 

akuntabilitas pelayanan publik dalam meningkatkan implementasi Zona Integritas di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 
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1. Orientasi Proses Pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Orientasi proses pelayanan merupakan dimensi yang menggambarkan bagaimana 

proses penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan prosedur, standar, dan 

mekanisme yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam perspektif akuntabilitas menurut 

Dwiyanto (2018), proses pelayanan yang dilaksanakan secara jelas, terstruktur, dan mudah 

dipahami oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi dalam 

memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, orientasi proses pelayanan menjadi aspek 

penting untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan 

kepastian kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai orientasi proses pelayanan di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung, peneliti mengumpulkan data dokumentasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Dokumentasi tersebut meliputi Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, alur pelayanan, jam operasional 

pelayanan, serta penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Data dokumentasi 

tersebut digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis pelaksanaan orientasi proses 

pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Tabel 4. 1 Data Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2025 

No  Keterangan Jumlah 

1. Beban Perkara Tahun 2025 354 Perkara 

2. Sisa Perkara Tahun 2025 1 Perkara  

3. Perkara yang diterima Tahun 2025  353 Perkara 

4. Perkara yang diputus/diselesaikan Tahun 2025 339 Perkara 

5 Sisa Perkara yang dilanjutkan Tahun 2026 15 Perkara 

6. Perkara yang penyelesainnya melebihin SOP (>3 

bulan) 

1 Perkara 

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2025. 

Dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) perkara yang diterima Tahun 2025, yang dapat 

diselesaikan/diputus pada tahun berjalan sebanyak 339 perkara sehingga terdapat 15 perkara 
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yang masih dalam proses penyelesaian dan akan diselesaikan Tahun 2026 sesuai dengan SOP, 

selain itu terdapat 1 perkara tahun 2025 yang proses penyelesaiannya melampaui 3 bulan atau 

selama 108 hari yaitu perkara Nomor 113/Pdt.G/2025/PTA.Bdg. Hal terssebut disebabkan 

oleh adanya putusan sela. 

Berdasarkan Tabel 4.1, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menunjukkan capaian 

penyelesaian perkara yang baik. Dari 354 beban perkara, sebanyak 339 perkara telah 

diselesaikan pada tahun berjalan, sedangkan 15 perkara masih dalam proses penyelesaian 

sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan 

perkara telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target penyelesaian yang ditetapkan. 

Selain itu, keberhasilan penerapan sistem One Day Minutation dan One Day Publish 

yang masing-masing mencapai 94,15% dan 95,00% membuktikan bahwa digitalisasi melalui 

aplikasi SIPP dan e-Court berjalan optimal. Akselerasi penanganan perkara yang transparan 

dan tepat waktu ini meminimalisir tunggakan perkara sekaligus menutup celah terjadinya 

pungutan liar atau gratifikasi, yang menjadi ruh utama dalam pemenuhan indikator Area 

Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam skema Zona 

Integritas.Untuk mengetahui implementasi dimensi orientasi proses pelayanan, penelitian ini 

menganalisis tiga indikator, yaitu kejelasan prosedur pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, 

serta kendala dan upaya aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Dari indikator-indikator tersebut, pembahasan produktivitas aparatur Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung akan di uraikan secara bertahap dengan mengaitkan hasil 

wawancara, data pendukung, dan temuan lapangan untuk memberikan gambaran mengenai 

sejauh mana akuntabilitas pelayanan publik telah berjalan secara optimal atau masih 

menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun indikator pertama 

yang akan di bahas adalah kejelasan prosedur pelayanan.Kejelasan Prosedur Pelayanan 

      Kejelasan prosedur pelayanan merupakan salah satu indikator dalam dimensi orientasi 

proses pelayanan yang digunakan untuk menilai akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung. Indikator ini menggambarkan sejauh mana prosedur pelayanan 

disusun, disosialisasikan, dan dilaksanakan secara jelas sehingga masyarakat dapat 

memahami tahapan pelayanan yang harus dilalui. Kejelasan prosedur pelayanan juga 
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mencakup kepastian mengenai persyaratan, mekanisme pelayanan, serta dasar hukum yang 

menjadi pedoman aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

        Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerapkan prosedur pelayanan berdasarkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, serta berbagai ketentuan yang 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 

Penerapan prosedur tersebut bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang terarah, 

transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat memperoleh kepastian dalam setiap proses 

pelayanan yang diberikan.. 

         Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa prosedur pelayanan di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan tidak hanya mengacu pada SOP 

internal, tetapi juga berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah 

Agung, serta ketentuan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

(Badilag). Dengan adanya pedoman tersebut, setiap tahapan pelayanan dapat dilaksanakan 

secara terarah, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Hal tersebut disampaikan oleh  Bapak Syarief Sebagai Tim Zona Integritas di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa: 

”Ya mengacu pada SOP kemudian berlaku seperti peraturan Mahkamah Agung, 

Surat edaran Mahkamah Agung, dan surat edaran Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama (Badilag). Untuk pelayanan ini diutamakan di PTSP pada tugas 

intinya, pelayanan kan tergantung pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dimana 

tupoksinya PTA Bandung ini adalah sebagai tingkat bandung di tingkat pertama, 

pelayanan yang di berikan yaitu tingkat banding nah itukan sesuai surat edaran 

Mahkamah Agung. Terdapat kasus perkara sisa bulan kemaren bisa menjadi beban, 

tanggal 9 juni ini yang putus ada 131 perkara sisanya 49 kemudian dari 131 yang 

sudah putus ini, putusan perkaranya ini kurang dari 90 hari sebanyak 79 perkara, 

kemudian 2 bulan terdapat 44 perkara yang selesai kemudian pas yang sesuai 

dengan ketentuan ada 7 perkara, nah terdapat 1 perkara yang lebih dari 3 bulan 

kurang lebih atau menjadi 4 bulan dengan selisihh 92 hari berati lebih dari 3 bulan, 

terdapat acuan di portatl zi ada eviden pemenuhan, terdapat inovasi dan relevan, 

sop pelayanan, sop perkara, dan sop pegawai dari sekian perkara ada yang terdapat 

putus sela jadi harus menambah hari/bulan untuk putusan sesuai sopnya, jadi 

layanan di PTA sesuai dengan SOP yang sudah di terapkan dan tidak asal” 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, proses 

penyelesaian perkara juga mengikuti ketentuan waktu yang berlaku. Apabila terdapat 

perkara yang melebihi batas waktu penyelesaian, kondisi tersebut umumnya disebabkan 

oleh faktor tertentu, seperti adanya putusan sela, sehingga masih dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Hasil selanjutnya disampaikan juga oleh ibu Suryati selaku Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

“untuk prosedur pelayanan publik yang ada di PTA Bandung di bagi 

menjadi 2 pelayanan informasi yang pertama prosedur biasa dan prosedur 

khusus disini ada 2 formulir, untuk prosedur biasa atau pelayanan tidak 

langsung biasanya si informasi akan memerlukan menunggu besar jadi ada 

batas waktu max selama 3 hari untuk mendapatkan informasi, untuk prosedur 

khusus atau langsung ini bersifat pemohon informasi ini langsung dating 

langsung ke bagian PTSP dan PTSP akan menyuruh mengisi formulir dan akan 

langsung di layanin, apa bila petugas PTSP kewalahan ada penanggung 

jawaban  yaitu PPID untuk menjawab informasi dokumen di PT Bandung. 

Selain 2 prosedur itu juga ada prosedur layanan perkara banding dan ada 

perkara  pengaduan” 

 

Kemudian hasil selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Irma selaku 

Kordinator Area Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

“Akses pelayanan hampir sama dengan instasi lainnya kita kan udah SOP, 

SOP nya juga tergantung pelayanannya mau pelayan pengaduan atau 

pelayanan informasi nah ada SOP masing-masing itu yang kita jalankan  

sesuai dengan sop misalnya mau datang ke PTA mau minta informasi bisa 

langsung kebagian informasi nanti akan di sampaikan pada bagian informasi 

apa yang mau di mita atau perlukan” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan 

pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengacu pada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan berbagai ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa aparatur memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan 

setiap tahapan pelayanan. Namun demikian, kejelasan prosedur pelayanan tidak 

hanya dilihat dari kesesuaian pelaksanaannya dengan SOP, tetapi juga dari 

bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan diinformasikan kepada masyarakat 
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sehingga mudah dipahami oleh pengguna layanan. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai indikator kejelasan 

prosedur pelayanan, peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

kedua kepada para informan. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai 

berikut. 

    Hal tersebut disampaikan oleh  Bapak Syarief Sebagai Tim Zona Integritas di   

Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa: 

”Pada dasarnya seluruh pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

telah dilaksanakan sesuai dengan SOP masing-masing jenis pelayanan. Setiap 

layanan memiliki prosedur yang berbeda, seperti pelayanan informasi, 

pelayanan pengaduan, maupun pelayanan perkara. Dengan adanya SOP 

tersebut, petugas memiliki pedoman yang sama sehingga pelayanan dapat 

dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu, pelaksanaan SOP juga menjadi salah satu bentuk dukungan 

terhadap implementasi Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung." 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung telah melakukan pelayanan dengan SOP yang dimiliki pada tugasnya masing-

masing. Senada dengan hal tersebut, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 

Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik juga menyampaikan bahawa Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung telah melakukan pelayanan dengan SOP yang telah diberikan oleh 

pimpinanya. 

Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah sudah sesuai, karena kami di bagian informasi dan 

pengaduan sudah memiliki SOP sebagai pedoman dalam memberikan 

pelayanan. Jadi, setiap pelayanan yang kami berikan selalu mengikuti SOP 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Dengan adanya SOP tersebut, kami 

lebih mudah menjalankan tugas dan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat menjadi lebih tertib dan sesuai prosedur." 

 

Disampaikan juga oleh Ibu Irma selaku Kordinator Area Penguatan Pelayanan 

Publik menyatakan bahwa: 

”Ya, sudah. Karena semua pelayanan di sini sudah memiliki standar. Kami 

mempunyai SOP yang dasar penyusunannya mengacu pada ketentuan dari 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama (Badilag). SOP tersebut 
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menjadi pedoman bagi kami dalam memberikan layanan informasi dan 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap petugas menjalankan 

pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pelayanan di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang berlaku. Keberadaan SOP yang disusun berdasarkan ketentuan Mahkamah 

Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menjadi pedoman bagi 

seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap jenis pelayanan telah memiliki prosedur yang jelas sehingga pelaksanaannya 

dapat berlangsung secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan adanya pedoman tersebut, aparatur mampu memberikan kepastian mengenai alur 

pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan akuntabilitas pelayanan publik. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa indikator kejelasan prosedur 

pelayanan telah sesuai dengan dimensi orientasi proses pelayanan menurut Dwiyanto 

(2018). Hal ini karena proses pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah 

dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, memiliki dasar hukum yang pasti, serta 

diterapkan secara konsisten oleh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai orientasi 

proses pelayanan, peneliti melanjutkan pembahasan pada indikator berikutnya, yaitu 

ketepatan waktu pelayanan. 

a) Ketepatan Waktu Pelayanan 

Ketepatan waktu pelayanan merupakan salah satu aspek penting dalam 

orientasi proses pelayanan. Pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar 

waktu yang telah ditetapkan mencerminkan komitmen aparatur dalam 

memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, peneliti melakukan dokumentasi terhadap data 

penyelesaian perkara sebagai salah satu bentuk implementasi ketepatan waktu 

pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syarief Sebagai Tim Zona 

Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa: 

“Iya, pelayanan pada prinsipnya sudah diselesaikan sesuai dengan standar 

waktu yang ditetapkan. Karena sebelumnya saya sampaikan juga bahwa 
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seluruh pelayanan mengacu pada SOP dan ketentuan dari Mahkamah 

Agung maupun Badilag, termasuk standar waktu penyelesaian perkara. 

Misalnya, penyelesaian perkara diupayakan selesai sesuai ketentuan yang 

berlaku. Memang ada beberapa perkara yang membutuhkan waktu lebih 

lama, misalnya karena adanya putusan sela atau kondisi tertentu dalam 

proses persidangan. Namun, secara umum pelayanan dan penyelesaian 

perkara tetap diupayakan sesuai dengan standar waktu yang telah 

ditetapkan dan tidak dilakukan di luar prosedur.” 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjelaskan bahwa ketepatan waktu pelayanan 

juga dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang diajukan masyarakat.  

Hal tersebut disampaikan juga oleh Ibu Suryati sebagai Petugas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

“Ya, pelayanan kami usahakan selalu selesai sesuai dengan standar 

waktu yang sudah ditetapkan. Kalau persyaratan dari masyarakat 

sudah lengkap, biasanya pelayanan bisa langsung diproses tanpa harus 

menunggu lama. Namun, kalau ada persyaratan yang belum lengkap 

atau perlu koordinasi dengan bagian lain, kami terlebih dahulu 

memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses dan 

perkiraan waktu penyelesaiannya” 

 

Selanjutnya, Ibu Irma sebagai Koordinator Area Penguatan Pelayanan 

Publik juga menjelaskan bahwa pengawasan dan koordinasi terus dilakukan 

untuk memastikan pelayanan tetap sesuai dengan standar waktu yang telah 

ditetapkan. 

Disampaikan juga oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area Penguatan 

Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

“Ya, pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada prinsipnya 

sudah mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. 

Kami melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan 

pelayanan untuk memastikan setiap layanan diberikan tepat waktu. 

Apabila terdapat kendala yang menyebabkan pelayanan sedikit lebih 

lama, kami segera melakukan koordinasi dengan unit terkait agar 

pelayanan tetap dapat diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, diketahui bahwa 

meskipun pelayanan pada umumnya telah memenuhi standar waktu pelayanan, 
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masih terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkara 

memerlukan waktu lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu 

pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja aparatur, tetapi juga oleh proses 

hukum yang harus dipatuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, keterlambatan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator 

ketepatan waktu pelayanan telah sesuai dengan dimensi orientasi proses 

pelayanan menurut Dwiyanto (2018). Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pelaksanaan pelayanan yang mengacu pada standar waktu yang telah ditetapkan, 

didukung oleh penerapan SOP secara konsisten serta upaya aparatur dalam 

menyelesaikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun 

terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan penyelesaian pelayanan 

membutuhkan waktu lebih lama, keterlambatan tersebut masih dapat 

dipertanggungjawabkan karena disebabkan oleh proses hukum yang memang 

diatur dalam peraturan. Dengan demikian, ketepatan waktu pelayanan di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencerminkan akuntabilitas aparatur dalam 

melaksanakan proses pelayanan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

b) Kendala dan Upaya Aparatur dalam Meningkatkan Pelayanan 

Kendala dan upaya aparatur dalam meningkatkan pelayanan merupakan 

salah satu indikator dalam dimensi orientasi proses pelayanan yang digunakan 

untuk menilai akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang 

dihadapi aparatur selama proses penyelenggaraan pelayanan serta upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar pelayanan tetap berjalan 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan 

ketentuan yang berlaku. Kemampuan aparatur dalam mengatasi kendala menjadi 

salah satu bentuk komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan sehingga 

masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 
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Dalam pelaksanaan pelayanan publik, berbagai kendala dapat muncul, 

baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala tersebut dapat 

berupa gangguan pada sarana pendukung pelayanan, kelengkapan persyaratan 

yang belum dipenuhi oleh masyarakat, maupun kondisi lain yang memengaruhi 

kelancaran proses pelayanan. Oleh karena itu, aparatur dituntut untuk mampu 

mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi setiap kendala agar proses 

pelayanan tetap berlangsung secara optimal dan tidak mengurangi kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syarief Sebagai Tim Zona Integritas 

di Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa: 

“yang menjadi kendala sekarang ini adalah terkait informasi yang bisa 

diakses secara cepat karena dengan kemajuan teknologi informasi, 

informasi-informasi seharusnya bisa serba cepat tetapi menjadi suatu 

kendala karena kadang aplikasi tidak sempurna, yang 2 hambatan itu 

adalah di “SIRINO” No whatsap dari pada pihak tidak bisa di ketahui 

itu juga menjadi kendala kemudian yang menjadi kendala juga para 

pihak dating langsung ke PTA menanyakan terkait banding tetapi oleh 

satker blm dikirim itu juga menjadi kendala, kendala kendala itu yang 

perlu kita evaluasi suapaya layananpublik bisa berjalan dengan 

maksimal” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung lebih banyak 

bersifat teknis, terutama berkaitan dengan sistem informasi dan koordinasi antar 

satuan kerja. Meskipun demikian, kendala tersebut terus dievaluasi agar tidak 

memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara 

itu, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik memiliki pandangan bahwa selama pelaksanaan 

pelayanan tidak terdapat kendala yang bersifat signifikan. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah, untuk kendala sampai saat ini tidak ada yang berarti. 

Selama pelayanan berlangsung, semua sudah berjalan sesuai dengan 

SOP dan ketentuan yang berlaku. Kalaupun ada hal-hal kecil, biasanya 

dapat langsung kami koordinasikan dan diselesaikan saat itu juga 

sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat” 
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Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

“Selama proses pelayanan alhamdulilah kami tidak ada kenadala untuk 

di bagian PTSP jika kalua ada kendala tidak bisa menanggapi atau 

melayani pihak akan dialihkan kepada yang paham atau orang orang 

yang lebih berwenang, jadi selama ini tidak ada kendala.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung tidak berasal dari pelaksanaan SOP maupun kompetensi 

aparatur, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor 

teknis. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya aplikasi SI-RINO dalam 

mengirimkan notifikasi kepada para pihak karena nomor WhatsApp yang tidak 

terdeteksi, serta keterlambatan pengiriman berkas perkara dari pengadilan tingkat 

pertama. Akibatnya, masyarakat pada kondisi tertentu masih harus datang 

langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memperoleh informasi 

mengenai perkembangan perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi 

pelayanan belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan sistem informasi dan penguatan koordinasi antar satuan kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa aparatur telah 

berupaya mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pelayanan. 

Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

orientasi proses pelayanan, peneliti melanjutkan wawancara guna mengetahui 

berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam 

meningkatkan kualitas proses pelayanan sebagai bagian dari dukungan terhadap 

pembangunan Zona Integritas. Adapun hasil wawancara dengan para informan 

adalah sebagai berikut. 

Hal ini disampaikan oleh Bapak Syarief sebagai Tim Zona integritas 

menyatakan bahwa: 

“Kami di PTA Bandung membuat berbagai inovasi, seperti aplikasi                       

Sirino dan website resmi sehingga masyarakat dapat melihat informasi 

perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Masyarakat cukup 

memasukkan nomor perkara untuk mengetahui perkembangan perkara 

dan sisa panjar biaya. Selain itu, terdapat aplikasi JAKI yang 

digunakan untuk mendukung pelayanan internal, seperti pengelolaan 
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data kepegawaian, cuti, mutasi, surat tugas, dan administrasi lainnya 

sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Selain melalui inovasi pelayanan, peningkatan kualitas 

pelayanan juga didukung dengan penerapan berbagai program dalam 

pembangunan Zona Integritas. 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa; 

“upaya peningkatkan kualitas pelayanan ZI berfokus pada area 6 yaitu 

peningkatan kualitas pelayanan publik demi untuk mewujudkan 

predikat bebas korupsi atau wbkdan wilayah birokrasi bersih dan 

melayani, yang pertama ada standarisasi pelayanan publik di pangpang 

maklumat pelayanan terus juga ada pelayanan prima, dan ada 

digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi penguatan sistem 

pengelolaan pengaduan dan penilaian evaluasi kepuasan masyarakat” 

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai 

Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa 

peningkatan kualitas pelayanan juga diwujudkan melalui penerapan SOP, 

penyesuaian pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, serta evaluasi secara 

berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan. 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

“Upaya yang kami lakukan yaitu memberikan pelayanan sesuai 

dengan SOP yang berlaku agar setiap proses pelayanan sesuai dengan 

aturan. Selain itu, kami juga menyesuaikan pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat, menerima kritik dan saran sebagai bahan 

evaluasi, serta terus melakukan perbaikan apabila ada kendala dalam 

pelayanan. Hal tersebut kami lakukan agar kualitas pelayanan semakin 

baik dan dapat mendukung terwujudnya Zona Integritas di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung” 

 

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada 

dasarnya telah memenuhi indikator orientasi proses pelayanan melalui penerapan 

SOP, standar waktu pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam 

mendukung pelayanan publik. Namun demikian, penelitian masih menemukan 
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adanya kendala teknis pada aplikasi SI-RINO, seperti belum optimalnya 

penyampaian notifikasi kepada para pihak akibat nomor WhatsApp yang tidak 

terdeteksi, serta kendala koordinasi dengan pengadilan tingkat pertama terkait 

pengiriman berkas perkara banding. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses 

pelayanan belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek pemanfaatan 

teknologi informasi dan koordinasi antarunit kerja. 

Meskipun demikian, pihak Pengadilan Tinggi Agama Bandung terus 

melakukan evaluasi terhadap kendala tersebut sebagai bagian dari upaya 

perbaikan pelayanan. Dengan demikian, apabila ditinjau berdasarkan teori 

Dwiyanto (2018), orientasi proses pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan, 

terutama dalam meningkatkan keandalan sistem informasi dan memperkuat 

koordinasi antar satuan kerja agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih 

efektif, efisien, dan memberikan kemudahan yang optimal kepada masyarakat. 

2. Tanggung Jawab Aparatur 

Tanggung jawab aparatur merupakan dimensi kedua dalam teori akuntabilitas 

pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). Dimensi ini menekankan 

bahwa setiap aparatur penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tanggung 

jawab tersebut tercermin melalui sikap profesional, disiplin, responsif, serta kemampuan 

aparatur dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Tabel 4. 2 Data Evaluasi Kinerja Aparatur dalam Penyelanggaraan Publik di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2025 

No Data Jumlah 

1. Jumlah Petugas PSTP 2 orang 

2. Jumlah Responden SPKP 44 orang 

3. Nilai SPKP 3,93 atau Sangat Baik 
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4. Jumlah Responden SPAK 4,4 orang 

5. Nilai SPAK 4,00 atau Sangat Baik 

6. Rapat tindak lanjut hasil SPKP dan 

SPAK 

1 kali (30 Desember 

2025) 

7. Status tindsk lsnjut hasil survei On Going 

Sumber: Laporan SPAK dan SPKP Triwulan IV Tahun 2025 Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung  

Berdasarkan tabel di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah 

melaksanakan evaluasi terhadap kinerja aparatur melalui Survei Persepsi Kualitas 

Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan IV Tahun 

2025. Survei tersebut diikuti oleh 44 responden dengan nilai SPKP sebesar 3,93 atau 

98,25%, sedangkan SPAK memperoleh nilai sempurna sebesar 4,00 atau 100%. Selain 

itu, hasil survei ditindaklanjuti melalui rapat evaluasi pada 30 Desember 2025 sebagai 

bentuk komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

          Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama 

penelitian, tanggung jawab aparatur di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

menunjukkan adanya komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aparatur berupaya melaksanakan 

pelayanan secara profesional, memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, 

serta menyelesaikan setiap pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

             Untuk mengetahui implementasi dimensi tanggung jawab aparatur, penelitian 

ini menganalisis tiga indikator, yaitu sikap aparatur dalam memberikan pelayanan, 

kejelasan informasi, dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan. 

            Berdasarkan ketiga indikator tersebut, pembahasan mengenai tanggung jawab 

aparatur di Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan diuraikan secara bertahap dengan 

mengaitkan hasil wawancara, dokumentasi, dan temuan lapangan. Pembahasan ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana aparatur melaksanakan 

tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik secara profesional, 

memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, serta menjalankan tugas sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud akuntabilitas pelayanan publik. Adapun 

indikator pertama yang akan dibahas adalah sikap aparatur dalam memberikan 

pelayanan. 

a) Sikap Aparatur dalam Memberikan pelayanan 

Sikap aparatur dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu indikator 

dalam dimensi tanggung jawab aparatur yang digunakan untuk menilai 

akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Indikator 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aparatur menunjukkan sikap yang 

ramah, sopan, responsif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Sikap aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam 

menciptakan pelayanan publik yang berkualitas karena berpengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur dituntut untuk 

memberikan pelayanan secara profesional dengan mengedepankan etika 

pelayanan, menghormati setiap pengguna layanan, serta memberikan pelayanan 

tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Sikap aparatur yang baik tidak 

hanya tercermin dari keramahan dalam melayani, tetapi juga dari kesediaan 

membantu masyarakat, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta 

merespons setiap kebutuhan pelayanan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui bagaimana sikap aparatur dalam memberikan pelayanan di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

“Aparatur PTA Bandung ini memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berpedoman pada SOP disini berbagi tugas dimulai dari 

petugas security dimana ada tanggung jawab menjadi petunjuk 

pertama penyambutan tamu kemudian setelah scurty langsung ke ptsp 

disinipun ada tanggung jawab menyadiakan data publik dan 

menampung keluhan masyarakat bentuk pelayanan bisa menjelaskan 

permohon informasi secara lugas disini ada 2 formulir, ada formulir 

prosedur biasa dan formulir khusus, kemudian ada I formasi 

pengaduan disini ada SOP masing- masing dan tentunya ketika 

melaksanakan tugas tanggung jawab itu semua petugas PSTP ini di 
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tidak lupa dengan senyum,salam,sapa,sopan,dan santun dan setiap 

interaksi dengan masyarakat.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan tidak hanya 

didasarkan pada pembagian tugas yang jelas, tetapi juga menekankan sikap 

profesional aparatur dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal tersebut 

kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area Penguatan 

Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa setiap aparatur wajib melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan SOP yang telah ditetapkan. 

Dismapaikan juga oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area Penguatan 

Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

“Ya, kembali lagi setiap aparatur menjalankan pelayanan sesuai 

dengan tugasnya masing-masing. Kami berpedoman pada SOP yang 

sudah ditetapkan, jadi dalam memberikan pelayanan sudah ada aturan 

yang harus diikuti. Selain itu, kami juga berusaha melayani masyarakat 

dengan baik, ramah, dan memberikan penjelasan yang mudah 

dipahami agar masyarakat merasa terbantu dengan pelayanan yang 

kami berikan.” 

 

Penilaian terhadap sikap aparatur tidak hanya diukur berdasarkan sudut 

pandang internal organisasi saja, melainkan harus divalidasi oleh masyarakat 

selaku pengguna layanan yang merasakan langsung kualitas pelayanan tersebut. 

Hal ini penting untuk melihat kesesuaian antara komitmen aparatur dengan realita 

yang dirasakan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

untuk mendapatkan gambaran yang objektif. Adapun tanggapan masyarakat 

mengenai sikap aparatur adalah sebagai berikut: 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ajun Junaedi sebagai Masyarakat 

Pengguna Layanan PTA menyatakan bahwa: 

“Kalau saya lihat, ketika datang ke Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung, dari pertama saya masuk sudah diarahkan oleh petugas 

sesuai dengan prosedur yang ada. Petugasnya menyambut dengan 

baik, memberikan arahan mengenai pelayanan yang saya butuhkan, 

dan menjelaskan alur pelayanan dengan jelas sehingga saya tidak 

merasa bingung. Menurut saya, sikap petugas sudah ramah, sopan, dan 

cukup membantu selama proses pelayanan.” 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan pelayanan 

yang diberikan aparatur telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sikap petugas 

yang ramah, komunikatif, dan responsif dalam memberikan arahan turut 

memberikan kemudahan bagi masyarakat selama proses pelayanan. Penilaian 

tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat 

pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga merasakan 

bahwa setiap petugas telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing sehingga pelayanan berlangsung secara tertib dan mudah 

dipahami. 

Hal tersebut juga disamapaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai Masyarakat 

pengguna layanan PTA menyatakan bahwa: 

“Menurut pengalaman saya sendiri aparatur di PTA bandung melayani 

masyarakat sudah cukup sesuai, seperti dari mulai saya datang PTA 

sudah disambut di depan oleh security ditanya untuk keperluan apa dan 

setelah itu di berikan kartu akses tamu kemudian di arahkan untuk 

langsung ke PTAnya, setelah masuk disambut juga oleh satpam yang 

ada di dalam untuk diarahkan mengisi daftar tamu di monitor, setalah 

mengisi diarahkan lagi ke bagian PTSP dan setiap petugas juga terlihat 

memahi pekerjaannya sehingga proses pelayanan itu dapat berjalan 

denganbaik dan tidak berbelit belitlangsung diarahkan oleh petugas 

dengan tugasnya masing masing dan petugas juga membantu 

masyarakat dan memberikan informasi yang jelas” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa aparatur di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah berupaya menjalankan pelayanan 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab formal yang diembannya. Temuan ini 

mengindikasikan adanya komitmen dari para aparatur untuk memenuhi 

kewajiban administratif secara bertanggung jawab. Namun demikian, dimensi 

tanggung jawab aparatur tidak hanya diukur dari sejauh mana tugas-tugas formal 

tersebut diselesaikan, melainkan juga dari aspek perilaku (attitude) dan kualitas 

interaksi langsung saat berhadapan dengan pengguna layanan. Cara aparatur 

berkomunikasi, bersikap ramah, serta memberikan penjelasan secara sabar 

merupakan cerminan nyata dari tanggung jawab moral dalam pelayanan publik. 

Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai 

indikator sikap aparatur dalam memberikan pelayanan, peneliti melanjutkan 
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wawancara dengan mengajukan pertanyaan kedua mengenai bagaimana sikap 

aparatur di lapangan, khususnya dalam memberikan informasi pelayanan kepada 

masyarakat. Adapun hasil wawancara terkait indikator tersebut adalah sebagai 

berikut 

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

“sikap aparatur pta bandung dalam memberikan informasi 

berpedoman pada SOP prima yaitu penerapan prinsip 5S senyum, 

salam, sapa, sopan, dan santun aparatur wajib menyambut dan 

berinteraksi dengan masyarakat dengan menggunakan prinsip 5S, 

selain itu  responsif dan informatif cepat menanggapi memberikan 

penjelasan yang jelas dan juga adil tidak diskriminatif maupun 

disabilitas maupun tidak kita harus melayani tidak mebeda-bedakan, 

kemudiaan integritas tinggi anti gravitifikasi kita tidak boleh menerima 

imbalan apapun itu menjadikan prinsip PTSP, kami juga harus sabar 

dan simpati pada semua tamu yang dating kepada kami, kemudian 

harus mengendalikan emosi ketika tamu dating ke pta dengan berbagai 

masalah harus bisa meredakan emosi itu sikap yang harus diberikan 

aparatur dalam melayani masyarakat” 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sikap aparatur dalam memberikan 

pelayanan telah diarahkan melalui penerapan standar pelayanan prima yang 

menekankan profesionalisme, responsivitas, integritas, serta perlakuan yang adil 

kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Sikap tersebut menjadi pedoman 

bagi setiap aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan. Pernyataan tersebut 

kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area Penguatan 

Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa penerapan sikap pelayanan juga 

diwujudkan melalui pemberian informasi secara sabar, jelas, dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

“Terkait sikap di lapangan, pada prinsipnya sikap kami akan selalu 

disesuaikan dengan apa yang seharusnya kami berikan kepada 

masyarakat selaku pengguna layanan. Artinya, kami memposisikan 

diri untuk memberikan pelayanan prima secara proporsional. Jika 

masyarakat membutuhkan informasi yang mendalam, kami akan 
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menyampaikannya secara sabar dan sejelas mungkin sesuai dengan 

hak informasi mereka” 

 

Untuk mendapatkan penilaian yang objektif, pandangan internal organisasi 

mengenai sikap aparatur perlu divalidasi oleh masyarakat selaku pengguna 

layanan langsung. Hal ini penting untuk melihat kesesuaian antara komitmen 

petugas dengan realita di lapangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

wawancara dengan masyarakat di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, di mana 

salah satu informan menyatakan bahwa 'sikap aparatur akan disesuaikan dengan 

apa yang harusnya kami terima'. Adapun tanggapan masyarakat secara lebih rinci 

mengenai sikap aparatur adalah sebagai berikut 

Hal ini disampaikan oleh Bapak Junaedi sebagai Masyarakat Pengguna 

Layanan di PTA menyatakan bahwa: 

 

“Yang saya alami disini ketika saya datangpun semua aparaturdari 

depan mulai dari security terus saya diarahkan langsung ke PSTP dan 

dianjurakan dan di pandu dengan sebaik baiknya dan juga mereka 

melayani masyarakat sebaik baiknya jadi sayapun dating kesini merasa 

terbantu permasalahan apa yang saya punya itu menjadi bisa 

terpecahkan” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap aparatur yang ramah, 

responsif, dan memberikan pendampingan selama proses pelayanan memberikan 

pengalaman yang positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan membuat 

masyarakat merasa terbantu dalam memperoleh informasi maupun 

menyelesaikan keperluannya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Penilaian 

tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat 

pengguna layanan yang menilai bahwa aparatur tidak hanya bersikap sopan, 

tetapi juga mampu menyampaikan informasi secara jelas, mudah dipahami, serta 

bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut apabila masyarakat masih 

memerlukan informasi 

Hal tersbut juga disampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai Masyarakat 

Pengguna Layanan di PTA menyatakan bahwa: 
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“Menurut saya siskap aparatur dalam memberikan layanan cukup baik 

petugas menyampaikan informasi dengan Bahasa yang sangat mudah 

di pahami dan informasi yang sangat jelas dan juga menjawab 

pertanyaan dengan sopan ketika ada yang saya kurang paham petugas 

juga bersedia memberikan penejelasan yang lebih lanjut dengan lebih 

jelas dan saya merasa nyaman dan terbantu dalam mengurus 

persyaratan-persyaratannya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan internal dan eksternal, 

diketahui bahwa sikap aparatur Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung dalam 

memberikan pelayanan dinilai sangat positif, responsif, dan konsisten 

menerapkan standar pelayanan prima. Melalui keterangan Ibu Suryati selaku 

petugas PTSP, aparatur wajib mengedepankan etika komunikasi berbasis prinsip 

5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun), pengendalian emosi yang baik, 

serta sikap adil tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat, termasuk 

penyandang disabilitas. Selaras dengan hal tersebut, Ibu Irma selaku Koordinator 

Area Penguatan Pelayanan Publik menegaskan bahwa sikap aparatur di lapangan 

diposisikan secara profesional dan proporsional untuk memenuhi hak informasi 

masyarakat. Validasi eksternal dari masyarakat pengguna layanan, seperti Bapak 

Ajun Junaedi dan Ibu Naeda Salsabila, turut memperkuat temuan ini; mereka 

menyatakan bahwa sejak awal kedatangan, koordinasi sigap dari petugas 

keamanan hingga petugas PTSP dalam memberikan arahan dan menjelaskan 

informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, sopan, serta 

menciptakan rasa nyaman bagi pencari keadilan yang sedang menghadapi 

permasalahan hukum. 

Secara teoretis, indikator sikap aparatur dalam memberikan pelayanan di PTA 

Bandung ini telah memenuhi kriteria dimensi Tanggung Jawab Aparatur menurut 

teori akuntabilitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). 

Dwiyanto menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya berwujud pada 

penyelesaian kewajiban administratif formal semata, melainkan juga harus 

termanifestasi nyata dalam bentuk tanggung jawab moral, responsivitas, dan etika 

berperilaku (attitude) aparatur saat berinteraksi langsung dengan pengguna 

layanan. Kesadaran aparatur untuk menyesuaikan sikap secara proporsional 

sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat mencerminkan 
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adanya internalisasi nilai pelayan publik yang akuntabel. Etika pelayanan yang 

ramah, informatif, dan inklusif di lingkungan PTSP PTA Bandung ini secara 

langsung berkontribusi positif dalam memperkuat pilar peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan penataan tata laksana, yang menjadi ruh utama dalam 

akselerasi implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

b) Kejelasan Informasi Layanan 

           Kejelasan informasi pelayanan merupakan salah satu ciri indikator dalam 

dimensi tanggung jawab aparatur yang digunakan untuk menilai akuntabilitas 

pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Ciri ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana aparatur memberikan penjelasan yang jelas, lengkap, dan 

mudah dipahami kepada masyarakat ketika persyaratan pelayanan belum 

terpenuhi. Kejelasan informasi pelayanan menjadi bagian penting dari tanggung 

jawab aparatur karena menunjukkan komitmen aparatur dalam membantu 

masyarakat memahami kekurangan persyaratan, memberikan arahan mengenai 

dokumen yang harus dilengkapi, serta menjelaskan prosedur yang harus ditempuh 

agar pelayanan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan 

adanya informasi yang jelas, masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam 

memenuhi persyaratan pelayanan, sehingga proses pelayanan dapat berlangsung 

secara tertib, efektif, dan akuntabel. 

             Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menyatakan bahwa: 

 “Apabila ada masyarakat yang datang tetapi persyaratan 

pelayanannya belum lengkap, kami tidak langsung menolak 

permohonannya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah 

memeriksa terlebih dahulu dokumen yang dibawa, kemudian kami 

menjelaskan secara rinci persyaratan apa saja yang masih kurang atau 

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga memberikan 

arahan mengenai cara melengkapi persyaratan tersebut, baik melalui 

informasi yang tersedia di PTSP maupun melalui website apabila 

diperlukan. Setelah seluruh persyaratan telah dilengkapi, masyarakat 

dapat kembali mengajukan permohonan sehingga proses pelayanan 

dapat dilanjutkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan cara 

tersebut, masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang jelas dan tidak 

mengalami kebingungan” 
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Pernyataan tersbut menunjukkan bahwa aparatur tidak serta-merta 

menolak permohonan masyarakat yang belum memenuhi persyaratan 

administrasi. Sebaliknya, petugas memberikan penjelasan mengenai kekurangan 

dokumen serta mengarahkan masyarakat agar dapat melengkapi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses pelayanan tetap dapat 

dilanjutkan. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai 

Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa 

pemberian informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat merupakan 

bagian dari penerapan standar pelayanan publik dan pembangunan Zona 

Integritas 

              Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Kordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa: 

 “Dalam pelaksanaan pelayanan publik, kami selalu mengarahkan 

seluruh petugas PTSP agar memberikan penjelasan yang jelas kepada 

masyarakat apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Aparatur 

tidak diperkenankan hanya menyampaikan bahwa berkas belum 

lengkap, tetapi harus menjelaskan dokumen apa yang kurang, alasan 

persyaratan tersebut diperlukan, serta prosedur yang harus ditempuh 

agar permohonan dapat diproses kembali. Hal ini merupakan bagian dari 

penerapan standar pelayanan dan pembangunan Zona Integritas, 

sehingga masyarakat memperoleh informasi yang transparan, mudah 

dipahami, dan tetap mendapatkan pelayanan yang profesional meskipun 

persyaratan administrasinya belum lengkap” 

 

              Kejelasan informasi pelayanan juga dinilai berdasarkan pengalaman 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh informasi yang objektif. 

Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut. 

              Hal tersebut disamapaikan oleh Bapak Ajun Junaedi sebagai Masyarakat 

Pengguna Layanan PTA menyatakan bahwa: 

 “menurut pengalaman saya Petugas langsung memeriksa berkas yang 

saya bawa. Setelah itu, mereka menjelaskan persyaratan yang belum 

lengkap dan memberikan arahan agar saya melengkapinya terlebih 

dahulu. Cara penyampaiannya sopan dan tidak mempersulit, jadi saya 

merasa terbantu karena tahu dokumen apa saja yang harus dilengkapi” 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh 

penjelasan yang jelas mengenai persyaratan yang belum lengkap serta arahan 

untuk melengkapinya tanpa mengalami kesulitan dalam proses pelayanan. Sikap 

petugas yang komunikatif dan tidak mempersulit masyarakat memberikan 

pengalaman pelayanan yang positif. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh 

Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat pengguna layanan Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung yang juga menyampaikan bahwa petugas memberikan 

penjelasan mengenai dokumen yang harus dilengkapi disertai arahan yang jelas 

dan sikap pelayanan yang baik. 

                Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai Masyarakat 

Pengguna Layanan PTA menyatakan bahwa: 

  

“Kebutulan saya juga sebelumnya mengalami serupa waktu pertama 

kali saya ke PTA kurang persyaratan sikap aparatur sendiri petugas 

menyampaikan dokumen apa saja yang kurangmemberikan arahan 

juga kepada saya mengenai bagaimana cara melengkapinya kemudian 

petugas memberikan terkait kelengkapan persyaratan dan menyuruh 

Kembali lagi ke PTA dengan informasi yang sangat jelasn dan juga 

sikap yang baik.” 

 

              Berdasarkan hasil wawancara dengan informan internal dan eksternal, 

diketahui bahwa kejelasan informasi pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama 

(PTA) Bandung telah dilaksanakan dengan baik. Melalui keterangan Petugas 

PTSP, apabila masyarakat belum memenuhi persyaratan pelayanan, aparatur 

tidak langsung menolak permohonan, melainkan terlebih dahulu memeriksa 

kelengkapan berkas, menjelaskan dokumen yang masih kurang, serta 

memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan agar 

persyaratan dapat dilengkapi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal tersebut 

diperkuat oleh Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menyatakan 

bahwa setiap petugas diwajibkan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan 

mudah dipahami sehingga masyarakat mengetahui prosedur yang harus 

ditempuh. Pernyataan tersebut juga didukung oleh masyarakat pengguna layanan 

yang mengungkapkan bahwa petugas memberikan penjelasan mengenai 
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kekurangan persyaratan dengan bahasa yang mudah dipahami, sopan, dan tidak 

mempersulit proses pelayanan. 

               Secara teoretis, indikator kejelasan informasi pelayanan telah 

memenuhi dimensi Tanggung Jawab Aparatur menurut teori akuntabilitas 

pelayanan publik Dwiyanto (2018). Dwiyanto menjelaskan bahwa tanggung 

jawab aparatur tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sesuai 

prosedur, tetapi juga melalui pemberian informasi yang jelas, terbuka, dan mudah 

dipahami kepada masyarakat. Kejelasan informasi yang diberikan aparatur PTA 

Bandung menunjukkan adanya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

yang akuntabel, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai 

persyaratan dan prosedur pelayanan serta mendukung terwujudnya pelayanan 

publik yang berkualitas. 

c) Profesionalisme Aparatur dalam Pelayanan 

           Profesionalisme aparatur dalam pelayanan merupakan salah satu indikator 

dalam dimensi Tanggung Jawab Aparatur yang digunakan untuk menilai 

akuntabilitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Indikator 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aparatur menjalankan tugasnya secara 

profesional melalui kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan 

memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang 

berlaku. Profesionalisme aparatur menjadi aspek penting dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

            Hal tersebut disamapaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa: 

 “Disini kita merapkan sistem rewards and punishmen jadi ketika ada 

kesalahan tentu punishment tetapi misalkan ada ketentuan yang tidak 

sesuai SOP misalkan ada tamu dtatang kemudian masyarakat ke PTSP 

ternyata ada pelanggaran di PTSP tidak sesusai dengan SOP nah itu ada 

punishmentnya baik terhadap aparatur yang memberikan informasit sb 

dan ada juga penghargaan terhadap masyarakat tersbut yang merasa 

tidka puas terhadap layanan merekan akan mendapatkakn permohonan 

maaf, di depan PTSP ada bentuk penghargaan yang bisa diambil seperti 

gelas, tumbler, pulpen, paying, dan buku..” 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung telah menerapkan mekanisme reward dan punishment sebagai bentuk 

pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan aparatur. Penerapan 

mekanisme tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan aparatur terhadap 

SOP sekaligus memberikan apresiasi dan tindak lanjut atas penilaian masyarakat 

terhadap pelayanan yang diterima. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh 

Ibu Irma sebagai Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang 

menjelaskan bahwa setiap kesalahan atau keluhan masyarakat ditindaklanjuti 

melalui mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan yang telah 

ditetapkan. 

              Hal tersebut juga disamapaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

 

“ketika terjadi kesalahan penanganan di pta bandung ini menggunakan 

metode pengawasan secara integrasi disni ada metode penyampaian 

keluhan jika masyarakat tidak merasa dilayani dalam pelayanan disini 

bisa megadukan secara 2 jalur yaitu secara langsung maupun tidak 

langsung, secara langsung biasanya masyarakat dating kepada kami 

mengadukan kebagian pengaduan kalopun tidak dating langsumg bisa 

melalui PTSP Online, WA,Ig,Fb.kemudian tahap prosedur 

penanganan yang dilakukan PTA bandung yang pertama verifikasi 

awal biasanya oleh tim pengaduan memberikan respon awal, 

memerikasa dokumen, sampai final.” 

 

              Untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai profesionalisme 

aparatur, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara 

pelaksanaan pelayanan oleh aparatur dengan pengalaman yang dirasakan 

masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat adalah sebagai berikut. 

              Hal ini disampaikan oleh Bapak  Ajun Junaedi sebagai Masyarakat 

Pengguna Layanan PTA menyatakan bahwa: 

           “Penangananya selama ini baik baik saja kalaupun ada keluhan tidak 

diambil Tindakan secara langsung biasnya ada konsultasi  jika para 

petugas ada yang kurang paham petugas itu sendiri diakan konsultasi 

dengan atasannya” 
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Pernyataan Bapak Ajun Junaedi menunjukkan bahwa penanganan 

terhadap kendala maupun keluhan masyarakat dilakukan melalui koordinasi dan 

konsultasi antarpetugas sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan sesuai 

dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Penilaian tersebut kemudian 

diperkuat oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat pengguna layanan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyampaikan bahwa setiap keluhan 

yang disampaikan mendapatkan tanggapan secara cepat, disertai penjelasan dan 

solusi yang jelas dari petugas. 

              Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai Masyarakat 

Pengguna Layanan PTA menyatakan bahwa: 

             “Saat saya menyampaikan keluhan, petugas langsung menanggapinya 

dengan baik. Mereka menjelaskan penyebab permasalahan yang 

terjadi dan memberikan solusi sesuai prosedur. Cara penyampaiannya 

juga sopan dan mudah dipahami, sehingga saya merasa puas dengan 

penanganan yang diberikan” 

             Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa aparatur di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memiliki mekanisme penanganan 

kesalahan dan keluhan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur tidak hanya berupaya 

menyelesaikan setiap keluhan masyarakat, tetapi juga menjalankan tugasnya 

secara bertanggung jawab melalui koordinasi, verifikasi, dan pemberian solusi 

yang sesuai. Namun demikian, profesionalisme aparatur tidak hanya diukur dari 

adanya mekanisme penanganan keluhan, melainkan juga dari kemampuan 

aparatur dalam merespons permasalahan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang 

lebih mendalam mengenai indikator profesionalisme aparatur dalam pelayanan, 

peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kedua mengenai 

bagaimana aparatur menangani kesalahan atau keluhan pelayanan secara 

profesional. Adapun hasil wawancara terkait indikator tersebut adalah sebagai 

berikut. 

            Hal ini disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 
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“Meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme aparatur kami 

dengan badilag itu mengadakan bimbingan teknis, kami para petugas 

yang berkompenten untuk mengikuti bimtek untuk menambah 

wawasan dan profesionalisme agar kualisifikasinya lebih disiplin dan 

tanggung jawab, tetap kami meningkaytkan melalui pelatihan sehingga 

di PSTP itu harus ada briefing untuk meningkatkan dan memonitoring 

terhadap tanggung jawab PTSP” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tanggung jawab 

dan profesionalisme aparatur dilakukan melalui berbagai kegiatan pengembangan 

kompetensi, seperti bimbingan teknis, pelatihan, serta briefing rutin untuk 

memperkuat disiplin, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan. Upaya tersebut 

bertujuan agar aparatur mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu 

Irma sebagai Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menjelaskan 

bahwa peningkatan kompetensi aparatur juga didukung melalui pendidikan dan 

pelatihan serta pemberian penghargaan (reward) sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja pegawai. 

              Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

“Disini kemungkinan memberikan Pendidikan diklat dulu pernah ada 

diklat kontak pelayanan informasi kemudian ada juga pengahargaan 

rewards kepada pegawai dalam benyuk sertifkat karna kinerja pegawai 

yang dipandang bagus inilah upaya apartur memberikan pelayanan 

publik, selain Pendidikan di berikan juga rewards” 

 

              Berdasarkan hasil wawancara dengan informan internal dan eksternal, 

diketahui bahwa profesionalisme aparatur di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) 

Bandung telah diterapkan dengan baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Melalui keterangan Petugas PTSP, apabila terjadi kesalahan atau keluhan dalam 

pelayanan, aparatur menanganinya melalui mekanisme pengaduan yang telah 

ditetapkan, baik secara langsung maupun melalui media daring, dengan tahapan 

verifikasi, pemeriksaan, hingga penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. 

Selaras dengan hal tersebut, Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik 

menyampaikan bahwa peningkatan profesionalisme aparatur dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, briefing rutin, serta 
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pemberian penghargaan (reward) kepada pegawai yang menunjukkan kinerja 

baik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat pengguna layanan yang 

menyatakan bahwa petugas mampu menangani keluhan dengan baik, 

memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta melakukan koordinasi 

dengan atasan apabila diperlukan sehingga permasalahan pelayanan dapat 

diselesaikan secara tepat. 

               Secara teoretis, indikator profesionalisme aparatur dalam pelayanan 

telah memenuhi dimensi Tanggung Jawab Aparatur menurut teori akuntabilitas 

pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). Dwiyanto 

menjelaskan bahwa aparatur yang akuntabel tidak hanya melaksanakan tugas 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga memiliki 

kompetensi, kemampuan, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

serta menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat secara 

profesional. Upaya Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam meningkatkan 

kompetensi aparatur melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi kinerja 

menunjukkan komitmen organisasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang 

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

 

 

3. Orientasi Kepentingan Publik 

             Orientasi kepentingan publik merupakan dimensi ketiga dalam teori 

akuntabilitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). Dimensi ini 

menekankan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus menempatkan 

kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap proses pelayanan. 

Akuntabilitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan aparatur terhadap 

prosedur pelayanan maupun tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, tetapi juga 

dari sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, 

dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, orientasi 

kepentingan publik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas, transparan, responsif, dan berorientasi pada 

kepentingan masyarakat. 
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Tabel 4. 3 Data Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung Tahun 2025 

No Keterangan Hasil 

1 Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) Semester II Tahun 2025 

90 Responden 

2 Nilai Indeks SKM Semester II Tahun 2025 3,93 (98,25%) 

3 Jumlah Responden SPKP Triwulan IV Tahun 

2025 

44 Responden 

4 Jumlah Responden SPAK Triwulan IV Tahun 

2025 

44 Responden 

5 Rapat tidak lanjut hasil SPKP, SPAK dan SKM 1 kali  

6 Waktu Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut 30 Desember 2025 

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025, 

Laporan SPKP Triwulan IV Tahun 2025, dan Laporan SPAK Triwulan IV Tahun 2025 

  

               Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara 

berkala melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei 

Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Berdasarkan hasil survei Tahun 2025, SKM diikuti oleh 90 

responden dengan nilai indeks sebesar 3,93 atau 98,25%, sedangkan SPKP dan SPAK 

masing-masing diikuti oleh 44 responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

memberikan penilaian yang sangat baik terhadap kualitas pelayanan serta integritas aparatur 

di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

               Selain melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat, Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung juga menindaklanjuti hasil survei melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan 

pada 30 Desember 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai 

masukan dari masyarakat sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap 

pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, hasil survei tidak hanya 
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digunakan sebagai alat ukur kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam 

melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 

              Untuk mengetahui implementasi dimensi orientasi kepentingan publik, penelitian ini 

menganalisis tiga indikator, yaitu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, kemudahan 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan, serta respons aparatur terhadap kritik, saran, dan 

pengaduan masyarakat. Ketiga indikator tersebut akan dibahas secara bertahap dengan 

mengaitkan hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dan teori akuntabilitas pelayanan 

publik menurut Dwiyanto (2018). Adapun indikator pertama yang akan dibahas adalah 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. 

a) Kemudahan Akses Layanan 

          Kemudahan akses layanan merupakan salah satu indikator dalam dimensi 

orientasi kepentingan publik yang digunakan untuk menilai sejauh mana 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara mudah, cepat, dan tanpa 

hambatan. Kemudahan akses tidak hanya berkaitan dengan kemudahan 

memperoleh informasi, tetapi juga tersedianya sarana, prasarana, serta layanan 

berbasis teknologi yang mendukung kebutuhan masyarakat sebagai pengguna 

layanan. Penyediaan akses layanan yang mudah menunjukkan komitmen 

penyelenggara pelayanan publik dalam mengutamakan kepentingan masyarakat 

serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. 

             Hal ini disampaikan oleh Bapak Syarief sebagai Tim Zona Integritas 

menyatakan bahwa: 

 “Jelas ada di website ya sangat mudah ya, akses layanan di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung sudah sangat mudah. Masyarakat bisa 

mengakses website resmi PTA Bandung yang menyediakan berbagai 

aplikasi pendukung pelayanan, seperti Info Perkara untuk melihat 

perkembangan perkara, SI-RINO untuk notifikasi perkara banding, 

serta SI KABAYAN dan JAKI yang mendukung kelancaran 

pelayanan. Jadi, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan 

dengan lebih cepat tanpa harus selalu datang langsung ke kantor” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut juga dirasakan 
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dalam pelaksanaan pelayanan di PTSP, sebagaimana disampaikan oleh Ibu 

Suryati sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjelaskan 

bahwa berbagai layanan telah didukung oleh sistem digital sehingga masyarakat 

dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. 

               Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

               “Kemudahan akses di Pta bandung ini alhamdulillah sudah digital 

dimana masyarakat bisa mengakes informasi perkara dalam aplikasi 

info perkara PTA bandung dan untuk mengambil akte cerai di tingkat 

pertama pun sudah digital.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut juga dirasakan 

dalam pelaksanaan pelayanan di PTSP, sebagaimana disampaikan oleh Ibu 

Suryati sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjelaskan 

bahwa berbagai layanan telah didukung oleh sistem digital sehingga masyarakat 

dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. 

               Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bhawa: 

              “Kalo di PTA Bandung sendiri sudah kami usahan untuk mempermudah 

informasi yang kami berikan dengan saraana informasi perkara sudah 

kami sediakan websitenya informasi keputusan sudah ada websitenya, 

tanpa  perlu datang kesini informasi yang diminta bisa diakses di 

website” 

 

              Untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai kemudahan akses 

layanan, peneliti tidak hanya mengacu pada keterangan aparatur, tetapi juga 

melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah kemudahan akses yang telah disediakan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam 
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memperoleh informasi dan pelayanan. Adapun hasil wawancara dengan 

masyarakat adalah sebagai berikut. 

              Hal ini disampaikan oleh Bapak Ajun Junaedi sebagai Masyarakat 

Pengguna Layanan PTA menyatakan bahwa: 

                “Yang saya tanggapi dan alami kalua kemudahan dari masyarakat 

dating ke PTA bandung sangat sangat mudah, kalaupun kita dating 

kesini pun kita di layani sebaik baiknya dari depan ada securtyna 

memberikan 5S senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dan krika kita 

masuk ke PTSP disambut dengan secutrty di dalam lalu kita diarahkan 

untuk mengisi buku tamu elektronik  nanti data kita tercatat sehingga 

mungkin kita diarahkan ke PTSP untuk nanti menjelaskan perkiranya 

nanti ada masalah apa yang bisa dibantu” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan 

kemudahan dalam mengakses pelayanan sejak pertama kali memasuki lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Kemudahan tersebut terlihat dari adanya alur 

pelayanan yang jelas, pendampingan oleh petugas, serta penerapan pelayanan 

yang ramah sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh 

layanan yang dibutuhkan. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Naeda 

Salsabila sebagai masyarakat pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung yang menyampaikan bahwa kemudahan akses pelayanan tidak hanya 

dirasakan melalui pelayanan secara langsung, tetapi juga melalui pemanfaatan 

website resmi yang menyediakan berbagai informasi pelayanan secara lengkap 

dan mudah diakses. 

                  Hal ini juga sampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat 

pengguna layanan PTA menyatakan bahwa: 

                 “Menurut saya kemudahan akses pelayanan di PTA cukup mudah ya 

dengan kita bisa datang langsung ke PTA masyarakat juga bisa dapat 

memperoleh berbagai informasi melalui website resmi PTA, di website 

itu juga banyak informasi terkait prosedur, terkait perkara tanpa kita 

datang ke PTA pun mendapat informasi yang jelas di websitenya, untuk 

kemudahan akses langsung pun sangat mudah jadi prosesnya tidak 

berbelit belit dari diarahkan security lalu ke ptsp disitu benar benar 

mudah dan gampang” 

 

                 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung telah menyediakan berbagai sarana dan layanan berbasis 
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teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Temuan 

ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemudahan akses telah dilakukan 

melalui penyediaan website resmi, aplikasi pelayanan, serta pelayanan langsung 

di PTSP. Namun demikian, kemudahan akses layanan tidak hanya diukur dari 

tersedianya sarana pelayanan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam 

memperoleh informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan. Oleh 

karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai indikator 

kemudahan akses layanan, peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan kedua mengenai bagaimana kemudahan masyarakat dalam 

memperoleh informasi terkait prosedur, biaya, dan waktu pelayanan. Adapun hasil 

wawancara terkait indikator tersebut adalah sebagai berikut. 

             Hal ini disampaikan oleh Bapak Syarief sebagai Tim Zona Integritas 

menyatakan bahwa: 

 “Informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan sudah kami 

sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi tersebut 

tercantum dalam Standar Pelayanan yang dapat diakses melalui website 

resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan juga dipasang pada 

banner di area depan PTSP sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. 

Apabila masih ada informasi yang belum dipahami, petugas PTSP siap 

memberikan penjelasan secara langsung agar masyarakat memperoleh 

informasi yang jelas dan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses 

pelayanan.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi 

salah satu bentuk komitmen Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang transparan. Hal tersebut juga disampaikan 

oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang 

menjelaskan bahwa seluruh informasi pelayanan telah tersedia secara lengkap 

melalui website resmi sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. 

              Hal inu juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

           “Untuk informasi terkait prosedur, biaya, dan waktu pelayanan sudah ada 

di website PTA bandung ya sudah jelas transparansi sekali, informasi 

pelayanan, indo perkara, biaya dan waktu pelayanan sudah ada di website 

pta bandung jadi bagi masyarakat bisa mengakeses melalui website” 
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Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai 

Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa seluruh 

informasi mengenai prosedur, biaya, dan layanan telah dipublikasikan secara 

terbuka melalui website sebagai bentuk transparansi pelayanan kepada 

masyarakat. 

              Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koodinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

 

              “Ini semua sudah di publish di website mau di bilang transpasi sudah 

transparansi, semua orang sudah mengakses apa saja tentang prosedur 

biaya dan layanan ada di website” 

 

              Untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai kemudahan 

masyarakat dalam memperoleh informasi terkait prosedur, biaya, dan waktu 

pelayanan, peneliti tidak hanya mengacu pada keterangan aparatur, tetapi juga 

melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah informasi yang telah disediakan melalui 

Standar Pelayanan, banner di area PTSP, maupun media informasi lainnya benar-

benar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun hasil 

wawancara dengan masyarakat adalah sebagai berikut. 

              Hal ini disampaikan oleh Bapak Ajun Junaedi sebagai masyarakat 

pengguna layanan di PTA menyatakan bahwa: 

              “Menurut saya, informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan 

sudah cukup jelas dan terbuka. Selain dijelaskan langsung oleh petugas, 

saya juga bisa melihat informasinya di website Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung. Jadi, informasi yang saya terima sesuai dengan yang 

ada di website, sehingga saya merasa lebih yakin dan tidak khawatir 

mengenai biaya maupun prosedur pelayanan. Menurut saya, pelayanan 

di sini sudah cukup transparan” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai informasi 

mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan telah disampaikan secara terbuka 

serta mudah diakses. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Naeda Salsabila 

sebagai masyarakat pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang 

menyampaikan bahwa keterbukaan informasi melalui website memberikan 
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kemudahan bagi masyarakat untuk memahami persyaratan, biaya, dan tata cara 

pelayanan sebelum mengajukan layanan. 

               Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat 

penggunan layanan PTA menyatakan bahwa: 

“Terkait informasi prosedur, biaya dan waktu pelayanan sudah sangat 

cukup transparan yak arena kita dapat mengakses di website resmi PTA 

kemudian masyarakayt dapat mengatahui terdahulu mengenai 

persyarattan pelayanannya seperti apa kemudian juga biaya biayanya 

pun sudah tertera terkait biaya perkara maupun yang lain secara terbuka 

dari websitenya dan juga ketentuan waktu pelayanan dan tata cara 

prosedur di PTA tuh sduah sangat jelas di website dengan adanya 

informasi di website tuh tidak kebingungan jadi mengurangi 

keraguandalam memproses urusan di PTA” 

 

            Berdasarkan hasil wawancara dengan informan internal dan eksternal, 

diketahui bahwa informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah disampaikan secara terbuka dan mudah 

diakses oleh masyarakat. Aparatur menjelaskan bahwa informasi tersebut tersedia 

dalam Standar Pelayanan, dipublikasikan melalui website resmi, serta dipasang 

pada banner di area PTSP sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi 

sebelum mengajukan pelayanan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat 

yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan petugas sesuai dengan 

informasi yang tersedia di website, sehingga masyarakat merasa lebih yakin, 

mudah memahami alur pelayanan, dan memperoleh kepastian mengenai prosedur, 

biaya, serta waktu pelayanan. 

             Berdasarkan teori akuntabilitas pelayanan publik menurut Dwiyanto 

(2018), temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator kemudahan akses layanan 

telah diterapkan dengan baik. Dwiyanto menjelaskan bahwa pelayanan yang 

berorientasi pada kepentingan publik harus memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses pelayanan secara 

terbuka. Penyediaan informasi melalui Standar Pelayanan, website resmi, serta 

media informasi di area PTSP menunjukkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan 
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berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat 

memperoleh informasi pelayanan secara jelas tanpa mengalami kesulitan. 

b) Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 

           Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan merupakan salah satu indikator 

dalam dimensi orientasi kepentingan publik yang digunakan untuk menilai sejauh 

mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Tingkat kepuasan masyarakat 

mencerminkan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterima, baik dari 

aspek sikap aparatur, ketepatan pelayanan, maupun kenyamanan selama proses 

pelayanan berlangsung. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat menjadi salah satu 

tolok ukur dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh instansi pemerintah. 

            Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak hanya berupaya 

memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas, tetapi juga menyediakan 

berbagai fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan seluruh pengguna layanan, 

termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, 

dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Penyediaan fasilitas tersebut 

merupakan salah satu bentuk pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pengguna 

layanan selama memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

             Hal ini disampaikan oleh Bapak Syarief sebagai Tim Zona Integritas 

menyatakan bahwa: 

 “Fasilitas bagi kelompok rentan sudah kami sediakan. Di antaranya 

terdapat guiding block untuk membantu penyandang tunanetra, toilet 

disabilitas, serta kursi roda yang dapat digunakan oleh masyarakat 

yang membutuhkan. Selain itu, petugas PTSP juga siap memberikan 

pendampingan apabila ada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, 

atau kelompok rentan lainnya yang memerlukan bantuan selama 

proses pelayanan. Dengan adanya fasilitas tersebut, kami berupaya 

memberikan pelayanan yang nyaman, mudah diakses, dan setara bagi 

seluruh masyarakat” 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas bagi 

kelompok rentan didukung oleh kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Hal tersebut juga disampaikan 

oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang 

menjelaskan bahwa selain menyediakan sarana pendukung, petugas juga telah 

mengikuti pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas. 

                  Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

 “Alhamdulillah sudah menyediakan fasilitas disitabilitas mulai dari 

pejalan kaki sudah ada, kursi roda, tongkat dan kami disinipun 

pernah ada pelatihan pelayanan disabilitas persertanya adalah 

petugas PSTP sejawa barat” 

 

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai 

Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa berbagai 

fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan untuk mendukung kemudahan 

akses pelayanan bagi seluruh masyarakat. 

                    Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa  

“Untuk kelompok rentan berat. ada disibitlaas sudah di sediakan 

untuk diluar sudah diberikan tangga untuk disabilitas ada tuna 

netra juga sudah di sediakan juga”  

  

                   Untuk memperoleh penilaian yang lebih objektif mengenai 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, peneliti tidak hanya mengacu pada 

keterangan aparatur, tetapi juga melakukan wawancara dengan masyarakat 

sebagai pengguna layanan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana penilaian masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan bagi 

kelompok rentan serta apakah fasilitas yang disediakan telah memberikan 

kenyamanan dan kepuasan selama memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat adalah sebagai 

berikut. 
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                Hal ini sampaikan oleh Bapak Ajun Junaedi sebagai masyarakat 

pengguna layanan PTA menyatakan bahwa: 

 “Saya pikir disini tersedia kalau saya lihat disekitar nya dari awal 

diluar sudah tertera jalan atau jalur untuk tunanetra atau khususnya 

bagi kaum rentan tersedia kursi roda dan tongkat jadi untuk akses 

tunanetra dan kaum rentan sudah tersedia” 

 

Pernyataan Bapak Ajun Junaedi menunjukkan bahwa masyarakat 

menilai fasilitas bagi kelompok rentan telah tersedia dan dapat diakses dengan 

baik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Penilaian tersebut 

kemudian diperkuat oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat pengguna 

layanan yang menyampaikan bahwa selain tersedianya berbagai fasilitas 

pendukung, petugas juga menunjukkan kepedulian dan kesiapsiagaan dalam 

memberikan bantuan kepada kelompok rentan maupun masyarakat yang 

mengalami kesulitan selama proses pelayanan. 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai masyarakat 

pengguna layanan PTA menyatakan bahwa: 

“kalau yang saya lihat di PTA ada fasilitas atau layanan khusus bagi 

kelompok rentan seperti disabilitas karena ada jalur untuk disabilitas 

untuk jalur kursi roda kemudian juga di dekat PTSPnya sendiri ada 

tempat duduk mungkin itu bisa diberikan kepada kelompok rentan 

atau disabilitas petugas juga yanag saya lihat sangat sigap ketika 

masyarakat membutuhkan bantuan khusus dan petugas juga selain 

untuk kelompok rentan mungkin petugas juga terlihat membatu 

apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses 

pelayanan” 

 

                Berdasarkan hasil wawancara dengan informan internal dan eksternal, 

diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menyediakan berbagai 

fasilitas bagi kelompok rentan, seperti guiding block, toilet disabilitas, dan kursi 

roda, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan 

selama proses pelayanan. Masyarakat juga menilai bahwa fasilitas tersebut 

memberikan kenyamanan dan menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan 

seluruh pengguna layanan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas bagi 

kelompok rentan tidak hanya mendukung kelancaran pelayanan, tetapi juga 
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memberikan kepuasan kepada masyarakat karena pelayanan yang diberikan 

bersifat inklusif dan memperhatikan kebutuhan setiap pengguna layanan. 

                  Berdasarkan teori akuntabilitas pelayanan publik menurut Dwiyanto 

(2018), temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menyediakan fasilitas yang 

mendukung kenyamanan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. 

Penyediaan fasilitas tersebut mencerminkan pelayanan yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat karena mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan 

secara adil, nyaman, dan tanpa diskriminasi, sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

c) Penanganan Pengaduan Masyarakat 

              Penanganan pengaduan masyarakat merupakan salah satu indikator 

dalam dimensi akuntabilitas pelayanan publik. Indikator ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Bandung bertanggung jawab 

dalam menerima, memproses, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan. Sistem pengaduan yang baik mencerminkan 

adanya keterbukaan, responsivitas, serta komitmen instansi dalam melakukan 

perbaikan pelayanan berdasarkan masukan dari masyarakat.. 

             Hal ini disampaikan oleh Bapak Syarief sebagai Tim Zona integritas 

menyatakan bahwa: 

“Berbagai macam bisa langsung ke bagian PSTP bisa juga melalui 

pesan Whatsap di website ada no pengaduan, busa juga melalui siwas 

yang ditangani langsung oleh mahkamah agung bisa dilaporkan nanti 

bisa login, harus memberikan pengaduan yang jelas misalkan tidak 

mengkonfirmasi yang jelas pengadunya siapa itu biasanya tidak 

ditanggapi kalo informasinya jelas identitas bisa di tanggapi nanti 

dimintai klarifikasi ke 2 belah pihak pengadu dan yang diadukan, kalo 

yang diadukam tidak merasa dengan bukti yang sudah ada kemudian 

pengadu tetap mengadu itu biasanya akan pemeriksaan lebih 

lanjut.bisa juga langsung ke PTA karna di websitenya ada no 

pengaduannya” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap pengaduan masyarakat 

akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal tersebut 
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juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) yang menjelaskan bahwa seluruh pengaduan, baik yang disampaikan 

secara lisan maupun tertulis, diproses melalui tahapan penanganan sesuai prosedur 

yang berlaku. 

               Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

“Terkait masyarakat yang mengadukan itu bisa secara tulis maupun 

secara tidak lisan, ketika secara tidak lisan akan ditulis dan akan di 

proses kepada pimpinan setelah itu nanti ad apenurunan disposisi dan 

dibuatkan tim khusus pengaduan untuk pemerikasaan lebih lanjut 

terhadap pengaduan tersebut.” 

 

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai 

Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa 

masyarakat diberikan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan melalui 

berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selanjutnya 

akan diproses oleh petugas sesuai dengan kewenangannya. 

               Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa; 

 “Pengaduan bisa disampaikan secara langsung dan tidak langsung, 

kalo yang secara langsung nanti biasanya pihak datang ke pta untuk 

melaporkan pengaduan terus kita memberikan formulir pengaduan 

kemudian nanti akan disampaikan kepada petugas-petugas yang 

menyampaikan mendengarkan pengaduannya nanti diarahkan untuk 

mengisi formulir dan pengaduannya akan disampaikan secara 

langsung pada petugas pengaduan, kalo yang secara tidak langsung 

secara surat bisa dikirim ke pta nanti akan di disposisi nanti akan di 

jalankan ke orang orang yang berwenang” 

 

              Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut, dapat diketahui bahwa 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menyediakan mekanisme dan berbagai 

sarana pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala atau ketidakpuasan 

terhadap pelayanan publik. Namun, keberadaan mekanisme tersebut perlu 

dikonfirmasi melalui pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui apakah sistem penanganan pengaduan telah diterapkan dengan baik 

dalam praktiknya. 
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              Hal ini disamapaikan oleh Bapak Junaedi sebagai Masyarakat Pengguna 

Layanan PTA menyatakan bahwa: 

              “Menanganinya sangat baik sekali dan direspon dengan cara baik 

sekali jadi saya pikir tidak ada masalah dalam penanganan masalah 

ini karna kitapun sebagai masyarakat sangat terbantu apa yang kita 

tanyakan dan bisa terjawab dengan baik” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai 

penanganan pengaduan telah dilakukan dengan baik serta mendapatkan respons 

yang cepat dan jelas dari petugas. Penilaian tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu 

Naeda Salsabila sebagai masyarakat pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung yang menjelaskan bahwa setiap pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh penjelasan atas 

permasalahan yang dihadapi dan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai Masyarakat 

Penggunan Layanan PTA menyatakan bahwa: 

               “Saya pernah menyampaikan pengaduan karena kurang memahami 

informasi mengenai proses pelayanan. Saat itu saya menyampaikan 

keluhan kepada petugas PTSP, kemudian petugas mendengarkan 

dengan baik, memberikan penjelasan, dan meneruskan pengaduan 

saya kepada bagian yang berwenang. Setelah itu saya memperoleh 

penjelasan terkait permasalahan yang saya sampaikan. Menurut saya, 

petugas cukup ramah, responsif, dan menangani pengaduan sesuai 

prosedur sehingga saya merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan” 

 

                Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung telah menangani pengaduan masyarakat sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku. Setiap pengaduan diterima, diverifikasi, dan 

ditindaklanjuti oleh aparatur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai 

pelaksanaan penanganan pengaduan tersebut, peneliti melanjutkan wawancara 

dengan para informan. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut. 

               Hal ini disampaikan oleh Bapak Syarief sebagai Tim Zona integritas 

menyatakan bahwaa: 
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              “Tentu kami merespons setiap keluhan yang disampaikan masyarakat 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, kami juga secara 

rutin melihat ulasan (Google Review) Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung sebagai bahan evaluasi. Masukan, kritik, maupun saran 

yang diberikan masyarakat kami jadikan sebagai bahan perbaikan 

agar kualitas pelayanan ke depan semakin baik dan sesuai dengan 

harapan masyarakat” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masukan dari masyarakat 

dipandang sebagai bahan evaluasi dalam upaya melakukan perbaikan pelayanan 

secara berkelanjutan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai 

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjelaskan bahwa setiap 

kritik dan saran dari masyarakat diterima dengan baik sebagai motivasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

                Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Suryati sebagai Petugas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyatakan bahwa: 

               “Tentunya responnya sangat baik sekali ya malahan itu mudah 

mudahan krtitikan dari masyarakat bisa membangun instansi PTA 

bandung ini bisa menjadi lebih baik lagi ketika kami mendapatkan 

kritikan dari masyarakat” 

 

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Irma sebagai 

Koordinator Area Penguatan Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap 

keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai bahan perbaikan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

               Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma sebagai Koordinator Area 

Penguatan Pelayanan Publik menyatakan bahwa: 

              “Tentunya kami tanggapi tidak diabaikan sudah pasti dan tidak akan 

dianggap sepele, kalo ada keluhan tentu kami jadikan masukan 

untuk perbaikan instansi” 

 

Untuk melengkapi informasi tersebut, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pengalaman masyarakat terhadap penanganan pengaduan yang 

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Adapun hasil wawancara 

dengan masyarakat adalah sebagai berikut. 
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              Hal ini disampaikan oleh Bapak Junaedi sebagai Masyarakat Pengguna 

Layanan PTA menyatakan bahwa: 

               “Resnpon instansi itu sendiri itu menerima karena instansi itu 

untuk melayani masyarakat jadi keluhan masyarakat itu maupun 

baik atau tidak harus diterima jadi otomatis dari pihak pta pun 

segala keluhan dari masyarakat harus ditangani dan harus diterima 

agar untuk kemajuan pengadilan itu sendiri” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki sikap yang terbuka dalam menerima 

setiap keluhan maupun masukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan. Penilaian tersebut kemudian diperkuat oleh Ibu Naeda Salsabila 

sebagai masyarakat pengguna layanan yang menyampaikan bahwa setiap keluhan 

yang disampaikan memperoleh tanggapan yang baik, disertai penjelasan dan 

solusi yang sesuai sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani dengan 

baik. 

                  Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Naeda Salsabila sebagai Masyarakat 

Penggunan Layanan PTA menyatakan bahwa: 

                “Menurut saya, respon instansi terhadap keluhan atau masukan 

dari masyarakat sudah cukup baik. Saat saya menyampaikan 

keluhan, petugas mendengarkan dengan baik, memberikan 

penjelasan yang jelas, dan berusaha memberikan solusi sesuai 

dengan permasalahan yang saya alami. Sikap petugas juga 

ramah dan terbuka terhadap masukan, sehingga saya merasa 

keluhan saya diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan internal dan eksternal, 

diketahui bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tinggi Agama 

(PTA) Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Bapak Syarief menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan 

melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, 

yang selanjutnya akan diproses sesuai prosedur. Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh Ibu Suryati dan Ibu Irma yang menyampaikan bahwa setiap pengaduan akan 

diverifikasi, ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang, serta dijadikan sebagai 

bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal tersebut juga 
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didukung oleh masyarakat pengguna layanan yang menyatakan bahwa setiap 

keluhan memperoleh tanggapan yang baik, penjelasan yang jelas, serta 

penyelesaian sesuai dengan prosedur sehingga masyarakat merasa puas terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

Secara teoretis, indikator penanganan pengaduan masyarakat telah 

memenuhi dimensi Orientasi Kepentingan Publik menurut teori akuntabilitas 

pelayanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). Dwiyanto 

menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus mampu merespons 

setiap keluhan, kritik, dan saran masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab 

kepada publik sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, mekanisme penanganan 

pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung menunjukkan adanya 

komitmen dalam memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan 

berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

C. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menafsirkan data wawancara, observasi, 

dan dokumentasi yang telah disajikan pada bagian sebelumnya. Data tersebut terlebih dahulu 

dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema, kemudian dibandingkan dengan konsep 

akuntabilitas pelayanan publik dan temuan penelitian terdahulu. Cara ini digunakan agar 

pembahasan tidak berhenti pada pengulangan pernyataan informan, melainkan mampu 

menjelaskan pola, hubungan, kesesuaian, perbedaan, serta makna dari kondisi yang 

ditemukan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, analisis dibagi ke dalam tiga 

dimensi, yaitu orientasi proses pelayanan, tanggung jawab aparatur, dan orientasi 

kepentingan publik. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan. Proses pelayanan yang jelas 

memerlukan aparatur yang bertanggung jawab, sedangkan pelaksanaan prosedur dan 

tindakan aparatur pada akhirnya harus menghasilkan pelayanan yang benar-benar dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Kerangka utama analisis tetap mengacu pada pandangan Dwiyanto (2018) mengenai 

akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut, akuntabilitas dapat diamati melalui 
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dasar atau acuan yang digunakan aparatur dalam memberikan pelayanan, tindakan aparatur 

ketika pengguna layanan belum memenuhi persyaratan, serta sejauh mana kepentingan 

pengguna layanan memperoleh prioritas. Teori tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian 

antara kondisi ideal dan kondisi empiris yang ditemukan di lokasi penelitian. 

Untuk memperkuat penafsiran, hasil penelitian ini juga dibandingkan dengan 

penelitian (Rahman, 2017), (Anamil Rizki et al., 2023), (Iqbal et al., 2024) ,dan (Soedirman, 

2011), serta prinsip pelayanan publik yang dikemukakan(Pangkey & Rantung, 2023). 

Perbandingan dilakukan dengan menunjukkan persamaan temuan, perbedaan kondisi, dan 

kemungkinan penyebab perbedaan tersebut. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak 

hanya ditempatkan sebagai kutipan pendukung, tetapi digunakan sebagai bahan dialog ilmiah 

untuk memperjelas posisi dan karakteristik temuan penelitian ini. 

Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik 

di Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah berjalan dengan baik dan mendukung 

implementasi Zona Integritas. Hal tersebut tampak pada tersedianya standar pelayanan, 

penggunaan teknologi informasi, perilaku aparatur yang membantu masyarakat, penyediaan 

fasilitas bagi kelompok rentan, pengukuran kepuasan, dan mekanisme pengaduan. Meskipun 

demikian, masih terdapat kendala pada keandalan aplikasi, kelengkapan informasi, 

koordinasi antarsatuan kerja, konsistensi perilaku petugas, serta dokumentasi tindak lanjut 

pelayanan. 

1. Analisis Orientasi Proses Pelayanan dalam Implementasi Zona Integritas 

Orientasi proses pelayanan menggambarkan cara aparatur melaksanakan pelayanan 

berdasarkan prosedur, standar, alur, waktu, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam 

perspektif akuntabilitas pelayanan publik, prosedur tidak hanya berfungsi sebagai aturan 

administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin kepastian, konsistensi, keterbukaan, 

dan perlakuan yang sama kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pelayanan dapat dinilai 

akuntabel apabila setiap tahap mempunyai dasar yang jelas, mudah dipahami, dilaksanakan 

secara tertib, dan dapat dijelaskan ketika terjadi hambatan. 

Pandangan tersebut selaras dengan prinsip pelayanan publik yang menempatkan 

kesederhanaan, kejelasan persyaratan, kepastian waktu, akurasi, kemudahan akses, tanggung 

jawab, dan keterbukaan sebagai unsur penting pelayanan. menjelaskan bahwa prosedur 

pelayanan seharusnya tidak berbelit-belit, mudah dipahami, memiliki batas waktu yang pasti, 
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serta didukung sarana dan teknologi yang dapat dijangkau masyarakat. Prinsip ini menjadi 

dasar tambahan untuk menilai apakah standar yang tersedia benar-benar berfungsi dalam 

praktik pelayanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis pelayanan di Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelayanan 

informasi, pengaduan, dan perkara banding dilaksanakan melalui prosedur yang berbeda 

sesuai karakteristik layanannya, tetapi seluruh aparatur menggunakan standar yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan dan mengacu pada ketentuan Mahkamah Agung serta Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama. Keberadaan SOP tersebut membuat petugas mempunyai 

pedoman yang sama sehingga tindakan pelayanan tidak semata-mata ditentukan oleh 

pertimbangan pribadi masing-masing aparatur. 

Kejelasan prosedur tidak hanya dinyatakan oleh aparatur, tetapi juga dirasakan oleh 

masyarakat. Pengguna layanan memperoleh arahan sejak memasuki lingkungan pengadilan, 

kemudian diarahkan menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan diberikan penjelasan 

mengenai tahapan pelayanan yang harus ditempuh. Masyarakat menilai alur pelayanan relatif 

mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kesesuaian antara keterangan aparatur dan 

pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa prosedur formal telah diterjemahkan ke dalam 

praktik pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna layanan. 

Pada aspek ketepatan waktu, dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa beban 

perkara tahun 2025 berjumlah 354 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 339 perkara telah 

diselesaikan pada tahun berjalan, sedangkan 15 perkara dilanjutkan pada tahun berikutnya. 

Terdapat satu perkara yang penyelesaiannya melampaui tiga bulan karena adanya putusan 

sela. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara dapat diselesaikan sesuai 

target, sedangkan keterlambatan tertentu berkaitan dengan tahapan hukum yang memang 

harus dijalankan. Dengan demikian, penilaian ketepatan waktu tidak hanya didasarkan pada 

pernyataan aparatur, tetapi juga diperkuat oleh data penyelesaian perkara. 

Capaian One Day Minutation sebesar 94,15% dan One Day Publish sebesar 95,00% 

juga memperlihatkan kontribusi digitalisasi terhadap kecepatan administrasi dan publikasi 

perkara. Penggunaan SIPP dan e-Court membantu mempercepat pekerjaan, memperluas 

akses informasi, dan meningkatkan keterlacakan proses. Namun, capaian tersebut belum 

dapat disebut sempurna karena belum mencapai seratus persen dan masih terdapat hambatan 
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teknis. Istilah yang lebih tepat adalah bahwa digitalisasi telah memberikan kontribusi positif 

dan menghasilkan capaian pelayanan yang tinggi. 

Kendala yang ditemukan meliputi aplikasi yang belum selalu berfungsi secara stabil, 

nomor WhatsApp pihak berperkara yang tidak seluruhnya tercantum dalam SI-RINO, serta 

keterlambatan pengiriman informasi dari satuan kerja tingkat pertama. Temuan ini 

menunjukkan bahwa keberadaan SOP belum otomatis menjamin seluruh pelayanan 

berlangsung tanpa gangguan. Efektivitas proses juga ditentukan oleh keandalan teknologi, 

kualitas data, dan kecepatan koordinasi antarsatuan kerja. 

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian (Rahman, 2017) di Kelurahan 

Long Kali. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan persyaratan sangat 

memengaruhi kecepatan pelayanan. Ketika masyarakat membawa berkas yang lengkap, 

pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, sedangkan kekurangan dokumen menyebabkan proses 

tertunda. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kepastian proses tidak hanya bergantung pada 

aparatur, tetapi juga pada kelengkapan data dan dokumen yang menjadi dasar pelayanan. 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup jelas. (Rahman, 2017) 

menemukan bahwa keterlambatan pelayanan juga dipengaruhi oleh ketidakhadiran lurah, 

kebutuhan tanda tangan pimpinan, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya produktivitas 

aparatur. Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, hambatan utama yang ditemukan bukan 

dominan berasal dari ketidakhadiran pimpinan atau tidak adanya standar, melainkan dari 

gangguan aplikasi, ketidaklengkapan informasi kontak, koordinasi antarsatuan kerja, dan 

tahapan hukum tertentu. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa jenis organisasi, struktur 

kewenangan, dan dukungan sistem informasi membentuk karakter hambatan pelayanan yang 

berbeda. 

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan (Anamil Rizki et al., 2023)  di 

Kelurahan Ngagel. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelayanan telah diberikan secara 

adil, ramah, dan cukup baik, tetapi waktu pengurusan dokumen masih dinilai terlalu lama dan 

terdapat persoalan kedisiplinan aparatur. Persamaannya terletak pada pentingnya prosedur, 

kejelasan persyaratan, dan kepastian waktu. Perbedaannya, Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung telah memiliki ukuran kinerja yang lebih terdokumentasi melalui data penyelesaian 

perkara dan persentase layanan digital, sedangkan kelemahan yang masih muncul lebih 

berkaitan dengan keandalan sistem dan koordinasi. 
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Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa temuan penelitian ini tidak sepenuhnya 

sama dan tidak pula bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Kesamaannya adalah bahwa 

SOP, kelengkapan persyaratan, disiplin waktu, dan dukungan teknologi sama-sama 

menentukan kualitas proses pelayanan. Perbedaannya terletak pada tingkat kematangan 

sistem dan sumber hambatan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung menunjukkan proses yang 

lebih terstandar dan terukur, tetapi tetap menghadapi kesenjangan antara prosedur tertulis dan 

kemampuan sistem untuk menjalankan prosedur secara konsisten. 

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan (Iqbal et al., 2024) yang menyatakan bahwa 

pembangunan Zona Integritas berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik 

sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi. Penerapan Zona Integritas mendorong 

aparatur untuk menyelenggarakan pelayanan yang lebih transparan, profesional, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut juga tercermin di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital, serta upaya menjaga ketepatan waktu 

pelayanan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan implementasi Zona 

Integritas tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aspek administratif, tetapi juga oleh 

meningkatnya kualitas pelayanan serta akuntabilitas yang dirasakan oleh masyarakat sebagai 

pengguna layanan. 

Berdasarkan keseluruhan analisis, dimensi orientasi proses pelayanan di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung dinilai belum optimal. Meskipun telah tersedia SOP, kejelasan alur, 

standar waktu, data kinerja, dan mekanisme penjelasan ketika terjadi keterlambatan, 

pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Kesenjangan masih ditemukan pada stabilitas 

aplikasi SI-RINO, pemutakhiran data kontak para pihak, dan koordinasi antarsatuan kerja, 

yang pada kondisi tertentu menghambat kecepatan serta kemudahan akses informasi bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, penguatan yang diperlukan bukan sekadar menambah prosedur 

baru, melainkan memastikan prosedur yang telah tersedia dapat dijalankan secara konsisten 

melalui pemeliharaan sistem, pembaruan data kontak, penetapan jalur koordinasi yang lebih 

cepat, dan evaluasi berkala terhadap penyebab keterlambatan. 

Secara teoretis, hasil ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas proses tidak 

dapat diukur hanya dari tersedianya SOP, tetapi harus dilihat dari keterlaksanaan, 
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keterukuran, dan pengalaman pengguna layanan. Secara praktis, proses yang jelas dan tepat 

waktu dapat mengurangi ketidakpastian, mencegah anggapan adanya perlakuan berbeda, 

serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. 

2. Analisis Tanggung Jawab Aparatur dalam Memberikan Pelayanan 

Tanggung jawab aparatur berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan petugas untuk 

menjalankan tugas sesuai kewenangan, menyampaikan informasi secara benar, membantu 

masyarakat memahami prosedur, serta memastikan permasalahan pelayanan memperoleh 

tindak lanjut. Dalam penelitian ini, tanggung jawab aparatur terutama dinilai dari tindakan 

petugas ketika masyarakat belum memenuhi persyaratan pelayanan. Fokus tersebut penting 

karena kualitas tanggung jawab tidak hanya tampak ketika pelayanan berjalan lancar, tetapi 

justru terlihat ketika petugas menghadapi kekurangan dokumen, keluhan, atau persoalan yang 

tidak dapat diselesaikan secara langsung. 

Menurut Dwiyanto (2018), aparatur yang akuntabel tidak cukup hanya menyatakan 

bahwa persyaratan belum terpenuhi. Petugas perlu menjelaskan kekurangan dokumen, 

memberikan arahan mengenai langkah yang harus dilakukan, dan menyampaikan kepastian 

proses selanjutnya. Sejalan dengan itu, (Pangkey & Rantung, 2023) menempatkan tanggung 

jawab, profesionalisme, kesamaan hak, kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan sebagai 

prinsip yang harus hadir dalam pelayanan publik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

menerapkan prinsip 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Petugas juga diarahkan 

untuk bersikap responsif, informatif, sabar, serta tidak membedakan masyarakat berdasarkan 

latar belakang sosial maupun kondisi fisik. Keterangan tersebut diperkuat oleh masyarakat 

yang menyatakan bahwa petugas memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah 

dipahami, menjawab pertanyaan secara sopan, dan bersedia mengulang informasi ketika 

pengguna layanan belum memahami prosedur. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab aparatur tidak berhenti pada 

penyelesaian pekerjaan administratif. Dalam pelayanan peradilan, masyarakat dapat datang 

dalam kondisi psikologis yang kurang tenang karena sedang menghadapi persoalan hukum. 

Oleh karena itu, cara aparatur berkomunikasi memiliki makna substantif. Sikap sabar dan 

informatif membantu masyarakat memahami proses yang harus dijalani sekaligus 

mengurangi jarak antara lembaga peradilan dan pengguna layanan. 
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Tindakan aparatur ketika persyaratan masyarakat belum lengkap merupakan temuan 

yang paling langsung menjawab rumusan masalah kedua. Petugas tidak langsung 

menghentikan atau menolak pelayanan tanpa penjelasan. Aparatur terlebih dahulu memeriksa 

berkas, menunjukkan dokumen yang belum tersedia, kemudian memberikan arahan 

mengenai cara melengkapi persyaratan. Kekurangan dokumen diperlakukan sebagai 

persoalan yang perlu dibantu penyelesaiannya, bukan sebagai alasan untuk melepaskan 

tanggung jawab pelayanan. 

Kesesuaian dengan teori Dwiyanto terlihat pada adanya tindakan nyata setelah 

petugas menemukan kekurangan persyaratan. Aparatur memberikan informasi, kesempatan 

untuk memperbaiki berkas, dan penjelasan mengenai tahapan berikutnya. Tindakan tersebut 

memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga agar pelayanan tetap berjalan 

sesuai ketentuan. Dengan demikian, tanggung jawab aparatur mencakup dua unsur, yaitu 

kepatuhan terhadap aturan dan kemauan membantu masyarakat memperoleh hak 

pelayanannya. 

Tanggung jawab juga tampak dalam penanganan persoalan yang berada di luar 

kewenangan atau pengetahuan petugas. Aparatur melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan atasan atau unit yang berwenang, bukan memberikan jawaban berdasarkan perkiraan 

pribadi. Mekanisme verifikasi dan koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran 

terhadap batas kewenangan sekaligus komitmen untuk memastikan permasalahan masyarakat 

tidak berhenti pada petugas pertama yang menerima keluhan. 

Dari sisi pengembangan profesionalisme, Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, briefing, monitoring, serta 

pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja baik. Mekanisme penghargaan dan sanksi 

menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada moral individu, tetapi juga 

dibangun melalui sistem organisasi. Meskipun demikian, hasil evaluasi dan penanganan 

keluhan masih perlu didokumentasikan secara lebih konsisten agar pertanggungjawaban 

aparatur dapat dibuktikan secara administratif. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Anamil Rizki et al., 2023) yang menemukan 

bahwa aparatur Kelurahan Ngagel memberikan pelayanan secara ramah, sopan, adil, dan 

tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan ras, agama, atau suku. Persamaan tersebut 

menunjukkan bahwa perilaku interpersonal merupakan bagian penting dari tanggung jawab 
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aparatur. Pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif membantu membangun rasa aman 

serta penghargaan kepada masyarakat sebagai pemegang hak pelayanan. 

Namun, (Anamil Rizki et al., 2023)  juga menemukan persoalan kedisiplinan yang 

terlihat dari keterlambatan aparatur. Kondisi tersebut berbeda dengan temuan di Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung yang lebih banyak menunjukkan adanya standar perilaku, 

pembinaan, monitoring, dan mekanisme penghargaan serta sanksi. Perbedaan ini tidak berarti 

seluruh petugas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung selalu bertindak seragam, tetapi 

menunjukkan bahwa organisasi telah menyediakan mekanisme formal yang lebih kuat untuk 

menjaga tanggung jawab. Justru karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan standar 

tersebut diterapkan secara konsisten oleh seluruh petugas. 

Perbandingan lain dapat dilakukan dengan penelitian (Rahman, 2017). Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa aparatur di Kelurahan Long Kali pada umumnya telah bersikap 

sopan dan santun, tetapi respons terhadap masyarakat terkadang lambat dan pada kondisi 

tertentu tanggung jawab pekerjaan dialihkan kepada pegawai lain. Dibandingkan dengan 

temuan tersebut, aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung cenderung melakukan 

koordinasi berdasarkan kewenangan ketika menghadapi masalah. Koordinasi berbeda dengan 

melepaskan tugas, karena petugas tetap memastikan persoalan diteruskan kepada pihak yang 

berwenang dan memperoleh tindak lanjut. 

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian (Rahman, 2017)  terletak pada 

pentingnya kesopanan, responsivitas, dan kepatuhan terhadap prinsip pelayanan. 

Perbedaannya terletak pada pola penanganan masalah. Di Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung, koordinasi telah menjadi bagian dari prosedur pelayanan, sedangkan penelitian 

Rahman memperlihatkan bahwa pembagian tanggung jawab yang tidak jelas dapat 

menimbulkan kesan saling melempar pekerjaan. Perbandingan ini mempertegas bahwa 

tanggung jawab aparatur harus dapat dilacak: siapa menerima masalah, kepada siapa masalah 

diteruskan, tindakan apa yang dilakukan, dan bagaimana hasil akhirnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan informasi yang mudah 

dipahami, melayani masyarakat secara sopan dan responsif, serta menyelesaikan pelayanan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut sejalan dengan 

pendapat Dwiyanto (2018) yang menyatakan bahwa tanggung jawab aparatur merupakan 
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salah satu indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian(Iqbal et al., 2024) yang menyimpulkan 

bahwa implementasi Zona Integritas memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan 

kinerja organisasi. Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin pada efektivitas organisasi, 

tetapi juga pada profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga kualitas pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dan semakin akuntabel. 

Berdasarkan keseluruhan temuan dan perbandingan tersebut, dimensi tanggung jawab 

aparatur dapat dinilai telah diterapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh perilaku ramah 

dan tidak diskriminatif, penjelasan kepada masyarakat yang belum memenuhi persyaratan, 

koordinasi ketika terjadi permasalahan, serta program peningkatan kompetensi aparatur. 

Akan tetapi, konsistensi perilaku antarpetugas, kecepatan respons, dan dokumentasi tindak 

lanjut masih perlu diperkuat agar kualitas pelayanan tidak bergantung pada karakter personal 

petugas tertentu. 

Secara praktis, Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menyusun standar 

komunikasi pelayanan yang lebih operasional, daftar periksa kelengkapan dokumen, serta 

catatan tindak lanjut masalah atau pengaduan. Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan 

bahwa tanggung jawab aparatur memiliki dimensi administratif dan moral. Aparatur harus 

patuh pada prosedur, tetapi pada saat yang sama wajib membantu masyarakat memahami dan 

memenuhi prosedur tersebut. Secara sosial, sikap membantu dan tidak langsung menolak 

dapat meningkatkan rasa keadilan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pelayanan peradilan. 

3. Analisis Orientasi Kepentingan Publik dalam Pelayanan 

Orientasi kepentingan publik menekankan bahwa pelayanan harus menempatkan 

kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Pelayanan tidak cukup hanya sesuai prosedur, 

tetapi juga harus mudah diakses, transparan, responsif, inklusif, dan mampu memberikan 

manfaat yang nyata. Oleh karena itu, dimensi ini dianalisis melalui kemudahan memperoleh 

pelayanan, keterbukaan informasi, perhatian terhadap kelompok rentan, pengukuran 

kepuasan, dan keterbukaan instansi dalam menerima serta menindaklanjuti pengaduan. 

Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang dikemukakan 

(Pangkey & Rantung, 2023), yaitu keterbukaan, kepentingan umum, kesamaan hak, 

partisipasi masyarakat, kemudahan akses, serta penyelesaian keluhan secara bertanggung 
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jawab. Orientasi publik berarti bahwa organisasi tidak hanya menyediakan layanan 

berdasarkan sudut pandang internal, tetapi juga menilai apakah prosedur, fasilitas, dan 

informasi benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan dan kebutuhan 

yang beragam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

menyediakan pelayanan langsung melalui PTSP dan pelayanan digital melalui website serta 

beberapa aplikasi pendukung. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkara, 

prosedur, biaya, dan waktu pelayanan tanpa harus selalu datang ke kantor. Aplikasi yang 

disebutkan dalam hasil penelitian antara lain Info Perkara, SI-RINO, SI-KABAYAN, JAKI, 

serta website resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 

Pelayanan digital tersebut tetap disertai pendampingan langsung dari petugas. 

Masyarakat yang kesulitan memahami informasi di website atau aplikasi dapat memperoleh 

penjelasan melalui PTSP. Model pelayanan hibrida ini penting karena kemampuan 

menggunakan teknologi tidak sama pada setiap kelompok masyarakat. Dengan demikian, 

penggunaan teknologi tidak menggantikan pelayanan langsung, tetapi memperluas pilihan 

akses dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang berulang kali. 

Pengalaman masyarakat menguatkan keterangan aparatur. Pengguna layanan 

menyatakan bahwa informasi yang diperoleh melalui website relatif sesuai dengan penjelasan 

petugas, sedangkan alur pelayanan langsung dinilai tidak berbelit-belit. Kesesuaian informasi 

antara kanal digital dan tatap muka menunjukkan adanya upaya menjaga konsistensi 

pelayanan. Akan tetapi, gangguan aplikasi dan ketidaklengkapan data kontak 

memperlihatkan bahwa banyaknya aplikasi belum otomatis menjamin kemudahan. 

Keandalan, kemutakhiran informasi, dan ketersediaan bantuan tetap menjadi syarat utama 

agar teknologi benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. 

Pada aspek kepuasan, dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa Survei Kepuasan 

Masyarakat Semester II Tahun 2025 diikuti oleh 90 responden dan memperoleh indeks 3,93 

atau 98,25%. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi masing-

masing melibatkan 44 responden. Hasil survei kemudian dibahas dalam rapat tindak lanjut. 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengukuran kepuasan telah digunakan sebagai bahan 

evaluasi, bukan hanya sebagai pemenuhan dokumen administratif. 
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Orientasi kepentingan publik juga tampak pada penyediaan fasilitas bagi kelompok 

rentan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyediakan guiding block, kursi roda, toilet 

disabilitas, akses khusus, dan pendampingan petugas PTSP. Penyediaan fasilitas tersebut 

menunjukkan bahwa kesetaraan pelayanan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang 

sama persis, tetapi memberikan dukungan sesuai kebutuhan agar setiap masyarakat 

mempunyai kesempatan yang setara untuk memperoleh pelayanan. 

Pada aspek pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung 

melalui PTSP, formulir pengaduan, surat, WhatsApp, layanan daring, dan SIWAS 

Mahkamah Agung. Pengaduan dicatat, diverifikasi, dan diteruskan kepada pimpinan atau 

petugas yang berwenang. Masyarakat juga menyatakan bahwa petugas mendengarkan 

keluhan, memberikan penjelasan, serta berusaha menawarkan solusi. Ulasan, kritik, dan saran 

masyarakat digunakan sebagai bahan evaluasi pelayanan. 

Temuan tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian  (Soedirman, 2011)mengenai 

orientasi pelayanan publik melalui pendekatan New Public Service pada program 

Jamkesmas. Soerdiman menekankan bahwa birokrasi harus melayani warga negara, 

mengenali kepentingan publik, menghargai manusia, dan membangun akuntabilitas 

pelayanan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penempatan masyarakat sebagai 

pemegang hak, bukan sekadar penerima pasif. Pengadilan Tinggi Agama Bandung berupaya 

menerapkan orientasi tersebut melalui keterbukaan informasi, pendampingan, fasilitas 

kelompok rentan, serta berbagai saluran pengaduan. 

Namun, (Soedirman, 2011) menemukan bahwa pelayanan Jamkesmas masih 

menghadapi persoalan prosedur yang rumit, ketidakakuratan data, kepesertaan yang belum 

tuntas, dan kesenjangan sosial. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat pada tingkat 

aksesibilitas dan variasi sarana pelayanan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah 

menyediakan kanal digital dan tatap muka, sementara persoalan utama yang masih muncul 

berkaitan dengan keandalan aplikasi dan kelengkapan informasi. Walaupun konteksnya 

berbeda, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa orientasi kepentingan publik 

sangat dipengaruhi oleh kualitas data, kemudahan prosedur, dan kesediaan aparatur 

membantu warga ketika mengalami hambatan administratif. 

Perbandingan tersebut juga memperlihatkan satu hal penting. (Soedirman, 2011) 

menemukan bahwa aparatur desa mendampingi warga yang kesulitan menjalani prosedur 
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Jamkesmas, bahkan ketika identitas atau administrasi belum mencukupi. Hal tersebut sejalan 

dengan temuan penelitian ini bahwa petugas tidak langsung menolak masyarakat, tetapi 

memberikan penjelasan dan arahan untuk melengkapi persyaratan. Dengan demikian, 

orientasi publik tidak berarti mengabaikan aturan, melainkan membantu masyarakat 

memenuhi aturan secara wajar dan manusiawi. 

Hasil penelitian ini juga mempunyai kesamaan dengan (Rahman, 2017) , yang 

menemukan penggunaan aplikasi pelayanan dan kotak saran sebagai upaya mempercepat 

pelayanan serta menampung aspirasi masyarakat. Kesamaannya terletak pada pemanfaatan 

teknologi dan saluran umpan balik. Perbedaannya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

menyediakan lebih banyak kanal informasi dan pengaduan serta mempunyai data survei 

kepuasan yang terdokumentasi. Namun, penelitian Rahman mengingatkan bahwa tersedianya 

teknologi dan sarana aspirasi harus diikuti respons yang cepat; apabila respons aparatur 

lambat, keberadaan sarana tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dimensi 

orientasi kepentingan publik dapat dinilai telah berjalan dengan baik. Pelayanan telah 

diarahkan pada kemudahan akses, keterbukaan informasi, pemenuhan kebutuhan kelompok 

rentan, pengukuran kepuasan, dan penanganan pengaduan. Akan tetapi, penilaian tersebut 

tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah aplikasi atau tingginya nilai survei. Organisasi 

tetap perlu mengukur keandalan sistem, waktu penyelesaian pengaduan, tingkat penggunaan 

fasilitas kelompok rentan, serta keterlaksanaan rekomendasi hasil survei. 

Secara praktis, Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertahankan pelayanan 

hibrida, memperbarui informasi secara berkala, menyediakan petunjuk penggunaan aplikasi 

yang sederhana, mengukur waktu tindak lanjut pengaduan, dan memublikasikan perbaikan 

yang dilakukan berdasarkan hasil survei. Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan 

bahwa orientasi kepentingan publik terbentuk melalui hubungan antara aksesibilitas, 

keterbukaan, inklusivitas, responsivitas, dan pengalaman masyarakat. Secara sosial, 

pelayanan yang mudah, terbuka, dan tidak diskriminatif dapat memperkuat rasa keadilan serta 

mengurangi anggapan bahwa pelayanan peradilan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang 

memahami hukum atau teknologi. 

Secara keseluruhan, ketiga dimensi menunjukkan hubungan yang saling menguatkan. 

SOP dan standar waktu memberikan kepastian proses; sikap serta tindakan aparatur 
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memastikan masyarakat tidak ditinggalkan ketika menghadapi kesulitan; sedangkan fasilitas, 

informasi, survei, dan mekanisme pengaduan menempatkan kebutuhan publik sebagai tujuan 

akhir pelayanan. Implementasi Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan 

demikian telah memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas pelayanan publik. Meskipun 

demikian, kontribusi tersebut masih memerlukan perbaikan berkelanjutan pada sistem 

teknologi, koordinasi, konsistensi perilaku petugas, dan dokumentasi tindak lanjut agar 

kualitas pelayanan dapat dipertahankan secara lebih stabil dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang menjawab rumusan 

masalah mengenai implementasi Zona Integritas terhadap akuntabilitas pelayanan 

publik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagaimana diuraikan berikut. 

1. Orientasi proses pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah 

berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, 

dan aparatur menjadikan prosedur tersebut sebagai pedoman yang konsisten 

dalam melaksanakan setiap tahapan pelayanan. Data penyelesaian perkara 

tahun 2025 menunjukkan bahwa 339 dari 354 perkara telah diselesaikan pada 

tahun berjalan, sedangkan capaian One Day Minutation sebesar 94,15% dan 

One Day Publish sebesar 95,00% memperlihatkan kontribusi digitalisasi 

terhadap kecepatan pelayanan. Kendala tertentu tetap ditemukan pada 

stabilitas aplikasi SI-RINO, kelengkapan data kontak pihak berperkara, dan 

koordinasi antarsatuan kerja, sehingga dimensi orientasi proses pelayanan 

dinilai belum sepenuhnya optimal walaupun secara umum telah mendukung 

implementasi Zona Integritas. 

2. Tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan tercermin dari 

penerapan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), sikap 

responsif dan tidak diskriminatif, serta tindakan nyata ketika masyarakat 

belum memenuhi persyaratan pelayanan. Aparatur memberikan penjelasan, 

kesempatan memperbaiki berkas, dan melakukan koordinasi dengan pihak 

berwenang ketika menghadapi persoalan di luar kewenangannya. Program 

pembinaan, monitoring, dan pemberian penghargaan turut memperkuat 

tanggung jawab tersebut, meskipun konsistensi perilaku antarpetugas, 

kecepatan respons, dan dokumentasi tindak lanjut masih memerlukan 
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penguatan agar kualitas pelayanan tidak bergantung pada karakter personal 

petugas tertentu. 

3. Orientasi kepentingan publik diwujudkan melalui penyediaan pelayanan 

hibrida yang mencakup layanan langsung dan layanan digital, fasilitas bagi 

kelompok rentan, pengukuran kepuasan masyarakat, serta mekanisme 

pengaduan yang terbuka melalui berbagai saluran. Survei Kepuasan 

Masyarakat Semester II Tahun 2025 mencatat indeks kepuasan sebesar 3,93 

atau 98,25%, dan hasil survei tersebut ditindaklanjuti melalui rapat evaluasi. 

Keandalan sistem aplikasi dan kemutakhiran informasi tetap menjadi aspek 

yang perlu diperkuat agar orientasi kepentingan publik dapat dirasakan secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Ketiga dimensi tersebut secara keseluruhan menunjukkan hubungan yang 

saling menguatkan dan membuktikan bahwa implementasi Zona Integritas di 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memberikan kontribusi terhadap 

akuntabilitas pelayanan publik. Perbaikan berkelanjutan pada sistem teknologi, 

koordinasi antarsatuan kerja, konsistensi perilaku aparatur, dan dokumentasi tindak 

lanjut tetap diperlukan agar kualitas pelayanan dapat dipertahankan secara stabil dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

B. Saran 

Beberapa saran diajukan berdasarkan simpulan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

a. Pemeliharaan dan peningkatan keandalan sistem aplikasi SI-RINO perlu 

dilakukan secara berkala agar notifikasi kepada pihak berperkara dapat 

tersampaikan tanpa hambatan teknis. 

b. Pemutakhiran data kontak pihak berperkara dan penetapan jalur koordinasi 

yang lebih cepat antarsatuan kerja perlu diprioritaskan untuk mengurangi 

keterlambatan penyampaian informasi. 

c. Standar komunikasi pelayanan yang lebih operasional, daftar periksa 

kelengkapan dokumen, dan catatan tindak lanjut pengaduan perlu disusun 
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agar konsistensi perilaku aparatur tidak bergantung pada karakter personal 

petugas tertentu. 

d. Pelayanan hibrida yang telah berjalan perlu dipertahankan disertai 

pembaruan informasi secara berkala dan penyediaan petunjuk penggunaan 

aplikasi yang sederhana bagi masyarakat dengan berbagai tingkat 

kemampuan teknologi. 

e. Waktu tindak lanjut pengaduan dan tingkat penggunaan fasilitas bagi 

kelompok rentan perlu diukur secara rutin, dan hasil perbaikan 

berdasarkan survei kepuasan masyarakat perlu dipublikasikan sebagai 

bentuk transparansi. 

2. Bagi Masyarakat Pengguna Layanan 

Masyarakat disarankan memanfaatkan kanal digital yang telah 

disediakan, seperti Info Perkara, SI-RINO, dan website resmi Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung, guna memperoleh informasi pelayanan secara lebih 

efisien, serta menyampaikan masukan secara aktif melalui mekanisme 

pengaduan yang tersedia sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas 

pelayanan. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian pada 

aspek akuntabilitas pelayanan publik lain yang belum dibahas dalam 

penelitian ini, seperti akuntabilitas keuangan atau akuntabilitas kinerja 

kelembagaan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method 

guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas 

implementasi Zona Integritas di lingkungan peradilan agama. 
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LAMPIRAN 

 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

Lampiran  1 Pedoman Observasi 

Dimensi Aspek yang Diamati Indikator Observasi 

Orientasi Proses 

Pelayanan 

1. Kejelasan 

Prosedur 

Pelayanan 

2. Ketepatan 

Waktu 

Pelayanan  

3. Kendala dan 

upaya aparatur 

dalam 

meningkatkan 

kualitas 

pelayanan  

1. Pelayanan 

dilaksanakan 

sesuai Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

2. Pelayanan 

diselesaikan 

sesuai standar 

waktu 

pelayanan 

3.  Aparatur 

mampu 

mengatasi 

kendala yang 

terjadi selama 

proses 

pelayanan. 

Tanggung Jawab 

Apartur  

1. Sikap Apartur 

dalam 

memberikan 

pelayanan. 

2. Kejelasan 

informasi 

pelayanan. 

1. Aparatur 

melayani 

masyarakat 

dengan sopan 

dan ramah. 

2. Aparatur 

memberikan 
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Dimensi Aspek yang Diamati Indikator Observasi 

3. Profesionalisme 

aparatur dalam 

pelayanan. 

informasi 

mengenai 

persyaratan 

pelayanan. 

3. Aparatur 

mematuhi SOP 

dalam 

memberikan 

pelayanan. 

Orientasi Kepentingan 

Publik 

1. Kemudahan 

akses layanan. 

2. Kepuasan 

masyarakkat 

terhadap 

pelayanan. 

3. Penangan 

pengaduan 

masyarakat 

1. Tersedia 

fasilitas 

pendukung 

akses 

pelayanan, 

seperti PTSP, 

Website, Media 

Informasi, atau 

layanan 

berbasis 

teknologi dan 

tersedia askes 

pelayanan bagi 

penyandang 

disabilitas dan 

kelompok 

rentan. 

2. Masyarakat 

menerima 

layanan secara 

ramah, cepat, 



108 
 

 
 

Dimensi Aspek yang Diamati Indikator Observasi 

dan sesuai 

dengan SOP. 

3. Tersedia 

saranan 

penyampaian 

pengaduan, 

saran, dan 

masukan dari 

masyarakat. 

 

 

B. PEDOMAN WAWANCARA 

Lampiran  2 Pedoman Wawancara 

Variabel Dimensi  Pertanyaan  Informan  

Akuntabilitas 

Pelayanan 

Publik 

(Dwiyanto, 

2018) 

Orientasi 

Pelayanan 

1. Bagaimana 

prosedur 

pelayanan 

publik yang 

diterapkan di 

pengadilan 

tinggi agama 

bandung? 

2. Apakah 

Prosedur 

pelayanan 

tersebut sudah 

sesuai dengan 

SOP yang di 

tetapkan? 

3. Apakah 

pelayanan yang 

diberikan telah 

diselesaikan 

sesuai dengan 

standar waktu 

pelayanan yang 

1. Tim Zona 

Integritas 

2. Petugas 

Pelayanan 

Terpadu 

Satu Pintu 

3. Kordinator 

Area 

Penguatan 

Pelayanan 

Publik 
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Variabel Dimensi  Pertanyaan  Informan  

telah 

ditetapkan? 

4. Apa kendala 

yang sering 

terjadi dalam 

pelaksanaan 

proses 

pelayanan? 

5. Bagaimana 

upaya 

peningkatan 

kualitas proses 

pelayanan 

dalam 

mendukung 

zona integritas? 

Tanggung 

Jawab 

Aparatur  

1. Bagaimana 

aparatur 

memberikan 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

masyarakat 

sesuai dengan 

tugas dan 

tanggung 

jawabnya? 

2. Bagaimana 

sikap aparatur 

dalam melayani 

masyarakat, 

khususnya 

dalam 

memberikan 

informasi 

pelayanan? 

3. Apa yang 

dilakukan 

aparatur ketika 

masyarakat 

tidak 

memenuhi 

1. Petugas 

Pelayanan 

Terpadu 

Satu Pintu 

(PTSP) 

2. Kordinator 

Area 

Penguatan 

Pelayanan 

Publik  

3. Masyarakat 
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Variabel Dimensi  Pertanyaan  Informan  

persyaratan 

pelayanan? 

4. Bagaimana 

penanganan 

jika terjadi 

kesalaha atau 

keluhan dalam 

pelayanan? 

5. Bagaimana 

upaya 

meningkatkan 

tanggung jawab 

dan 

profesionalisme 

aparatur dalam 

pelayanan 

publik? 

Orientasi 

Kepentingan 

Publik  

1. Bagaimana 

kemudahan 

akses 

pelayanan bagi 

masyarakat? 

2. Bagaimana 

transparasi 

informasi 

terkait 

prosedur, biaya, 

dan waktu 

pelayanan? 

3. Apakah 

tersedia 

fasilitas atau 

layanan khusus 

bagi kelompok 

rentan? 

4. Bagaiamana 

pengadilan 

tinggi agama 

bandung 

menangani 

pengaduan 

1. Tim Zona 

Integritas  

2. Koordinator 

Area 

Penguatan 

Pelayanan 

Publik 

3. Petugas 

Pelayanan 

Terpadu 

Satu Pintu 

(PTSP) 

4. Masyarakat 
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Variabel Dimensi  Pertanyaan  Informan  

masyarakat 

terkait 

pelayanan 

publik? 

5. Bagaimana 

respon instansi 

terhadap 

keluhan atau 

masukan dari 

masyarakat? 
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C. SURAT KEPUTUSAN (SK) 

Lampiran  3 Surat Keputusan (Sk) 
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D. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN  

Lampiran  4 Surat Permohonan Izin Penelitian 
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E. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKKAN PENELITIAN DARI 

INSTANSI 

Lampiran  5 Surat Keterangan Melaksanakkan Penelitian Dari Instansi 
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F. DOKUMENTASI WAWANCARA 

Lampiran  6 Dokumentasi Wawancara 

 

(Wawancara dengan Bapak Syarief Basman selaku Kepala Bagian 

Perencanaan dan Kepegawaian sekaligus bagian dari Tim Zona Integritas) 
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(Wawancara dengan Ibu Suryati Dzuluqy selaku Petugas Pelayanan Terpadu  

Satu Pintu (PTSP)) 

 

(Wawancara dengan Ibu Irma Yuliani selaku Kordinator Area Penguatan 

Pelayanan Publik) 

 

(Daftar Tamu, Kotak Pengaduan, dan Merchandise) 



117 
 

 
 

 

 

 

( QR Survei Penilaian Khusus bagi Masyarakat) 

 

 

(Fasilitas untuk Disabilitas dan kaum Rentsn) 
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(wawancara dengan Bapak Ajun Junaedi selaku Masyarakat) 
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(Wawancara dengan Ibu Naeda Salsabila selaku Masyarakat) 
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